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KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya Laporan 
Pencapaian Target Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2011-2014 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk: (1) 
Memberikan gambaran kondisi pencapaian pembangunan yang berhubungan dengan 
tujuan dan target MDGs di Kabupaten Luwu Utara, (2) Memberikan rekomendasi 
untuk mengakselerasikan pembangunan yang berhubungan dengan tujuan dan 
target MDGs yang diharapkan tercapai. Selain itu laporan ini dimaksudkan untuk 
menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan MDGs 
Tahun 2011-2014.  
 
Laporan pencapaian MDGs di Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu 
bagian keseriusan Kabupaten Luwu Utara dalam mendukung perencanaan 
pembangunan secara menyeluruh.  Secara umum, laporan ini menunjukkan bahwa 
Kabupaten Luwu Utara telah mengalami kemajuan bertahap pada tujuan MDGs, 
dan diharapkan dapat tercapai pada akhir tahun 2015.  Dengan adanya laporan ini, 
diharapkan perencanaan pembangunan guna percepatan target-target yang belum 
tercapai dapat segera terpenuhi. Selain itu, diharapkan laporan ini dapat 
melengkapi data yang memberikan gambaran hasil pembangunan yang telah 
dilaksanakan selama ini. 
 
Berbagai indikator target MDGs telah dilakukan sehingga dapat dilihat 
perkembangan kemajuan yang dicapai di Kabupaten Luwu Utara.  Meskipun 
terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, diharapkan laporan ini 
memberikan kontribusi berharga bagi pembangunan Kabupaten Luwu Utara. 
 
Penyelesaian laporan ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik dari 
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, seluruh SKPD terkait, serta masyarakat 
Kabupaten Luwu Utara. Untuk itu disampaikan terima kasih kepada semua pihak 
yang telah membantu, terutama instansi yang telah menyediakan data, pihak-
pihak yang berpartisipasi dalam seminar, serta seluruh SKPD di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang telah berpartisipasi dan 
memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan serta penyusunan dokumen ini. 
Terima kasih khusus disampaikan kepada Bappeda Luwu Utara yang mewakili 
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang telah memberikan kepercayaan 
kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas 
Hasanuddin melaksanakan pekerjaan ini. 
 
Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi 
pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara. 
 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) 
Universitas Hasanuddin, 
 
Dr. Ir. Mardiana Ethrawaty Fachry, M.Si 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
 
Pada Bulan September tahun 2000, telah diselenggarakan pertemuan world 
summits perwakilan-perwakilan dari 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) menandatangani deklarasi yang disebut Millennium Declaration.  
Majelis Umum PBB kemudian mengesahkan kedalam Resolusi Majelis Umum PBB 
Nomor 55/2 tanggal 18 September 2000 tentang Deklarasi Millenium PBB atau lebih 
dikenal dengan nama Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development 
Goals/MDGs).  Negara Indonesia termasuk 1 dari 189 negara yang hadir dan 
menandatangani deklarasi tersebut.  Oleh Karena itu, terbitlah INPRES No.3 Tahun 
2010 sebagai langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target MDGs di 
Indonesia.     
 
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah menindak lanjuti INPRES No.3 
Tahun 2010 tersebut dengan melaksanakan pencapaian tujuh tujuan MDGs mulai 
tahun 2010 sampai 2015. Tujuh tujuan MDGs yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara adalah : (1) menghapuskan kemiskinan; (2) mewujudkan 
pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan gender dan 
pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan kematian anak; (5) meningkatkan 
kesehatan ibu; (6)  memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya (malaria 
dan tuberkolosis); (7) memastikan kelestarian lingkungan hidup.  Untuk 
mewujudkan pencapaian ketujuh tujuan MDGs tersebut, maka Pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara telah menyusun Rencana Aksi Daerah Millinium 
Development Goals (RAD MDGs) yang dapat tercapai dengan adanya kerjasama dan 
kolaborasi secara lintas sektor yang dilakukan oleh SKPD-SKPD, lembaga non 
pemerintah (NGO), perguruan tinggi dan masyarakat. 
 
Pencapaian pelaksanaan MDGs Tahun 2011-2014 melalui tujuh tujuan telah 
menghasilkan berbagai capaian yang umumnya berada pada jalur yang diharapkan. 
Meskipun demikian, beberapa hal juga belum dapat berlangsung sesuai rencana 
yang telah ditetapkan dan memerlukan percepatan dalam memenuhi target dari 
tujuan MDGs. 
 
Pencapaian target berbagai tujuan pada Tujuan ke-1 (Penanggulangan 
Kemiskinan dan Kelaparan) telah tercapai 68%, Tujuan ke-2 (Mencapai Pendidikan 
Dasar untuk Semua) telah tercapai 97%, Tujuan ke-3 (Mendorong Kesetaraan 
Gender dan Pemberdayaan Perempuan) telah tercapai 57%, Tujuan ke-4 
(Menurunkan Angka Kematian Anak) telah tercapai 100%, Tujuan ke-5 
(Meningkatkan Kesehatan Ibu) telah tercapai 93%, Tujuan ke-6 (Memerangi 
HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya) telah tercapai 96% dan Tujuan 
ke-7 (Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup) telah tercapai 79% dengan rata-
rata pencapaian pelaksanaan MDGs Tahun 2011-2014 di Kabupaten Luwu Utara 
adalah 84%.   
 
xvii 
 
Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian MDGs Tahun 2011-2014 di Kabupaten 
Luwu Utara, maka dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut ini: (1) 
Penyusunan peta jalan (road map) percepatan pencapaian MDGs yang digunakan 
sebagai dasar bagi perencanaan, peningkatan koordinasi upaya-upaya untuk 
mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat; (2) Penyusunan 
target dan indikator harus jelas agar pelaporan pencapaian terjadi sinkronisasi 
antara RPJMD, program SKPD dengan tujuan MDGs; (3) Alokasi dana pemerintah 
pusat, provinsi, dan kabupaten harus terus ditingkatkan untuk mendukung 
intensifikasi dan perluasan program-program pencapaian MDGs; (4) Pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara harus mendukung perluasan dan peningkatan pelayanan 
masyarakat (pendidikan dan kesehatan) di daerah tertinggal dan terpencil; (5) 
Identifikasi program-program strategis yang masih relevan dengan program 
prioritas mendatang; dan (6) Penyamaan persepsi terhadap target indikator kinerja 
RPJMD sehingga setiap penentuan target kinerja pada setiap SKPD menjadi sinergi 
dan relevan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Latar Belakang 
Kondisi dan posisi perempuan di Indonesia masih jauh 
tertinggal dibandingkan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, 
antara lain di bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan 
budaya. Fenomena di atas menunjukkan perempuan masih 
menjadi kaum yang termarginalkan sehingga persoalan 
pemberdayaan perempuan memiliki bidang garapan yang luas. 
Salah satu bidang yang menarik untuk dibahas adalah program 
pemberdayaan perempuan.  Keberdayaan perempuan adalah 
salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan.  Saat 
perempuan menjadi kaum terdidik, mempunyai hak-hak 
kepemilikan, dan bebas untuk bekerja di luar rumah serta 
mempunyai pendapatan mandiri, inilah tanda kesejahteraan 
rumah tangga meningkat (Dreze and Sen, 1995). 
Pada hakekatnya perempuan adalah sumberdaya insani 
yang memiliki potensi yang dapat didayagunakan dalam berbagai 
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bidang dan sektor pembangunan nasional. Populasi penduduk 
perempuan Indonesia yang cenderung bertambah terus, pada sisi 
tertentu sering dipandang sebagai masalah kependudukan. 
Namun pada sisi lain justru memandang populasi penduduk 
perempuan ini sebagai suatu aset pembangunan. 
Di negara-negara berkembang seperti Indonesia 
pengangkatan harkat dan martabat perempuan sebagai mahluk 
termulia bersama-sama dengan kaum pria sesungguhnya memiliki 
sejarah yang panjang. Belajar dari sejarah tersebut yang lebih 
banyak tertampilkan adalah kaum perempuan yang sering 
terpinggirkan dibandingkan dengan kaum pria. Seolah-olah 
pengalaman sejarah itu telah menjadi sumber legitimasi 
masyarakat untuk mengatakan bahwa perempuan kurang 
beruntung. Kondisi ini terus berlanjut, sehingga kaum perempuan 
sendiri telah mempersepsi dan mengkonsepkan diri mereka 
memang tidak layak untuk menjalankan peran-peran tertentu 
dalam pembangunan. 
Mencermati fenomena-fenomena masalah perempuan 
mengimplikasikan suatu permasalahan yang sangat penting ialah 
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pemberdayaan perempuan. Pentingnya masalah pemberdayaan 
perempuan tersebut disebabkan pada kenyataannya masih banyak 
yang belum dapat terberdaya karena berbagai faktor penyebab 
yang melatar belakanginya. Faktor-faktor tersebut ada yang 
bersifat eksternal seperti sosial-budaya, kebijakan pemerintah, 
perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang 
berlaku, faktor geografis, dan kecenderungan-kecenderungan 
global seperti politik, ekonomi, teknologi komunikasi, dan lain-lain 
serta faktor-faktor yang bersifat internal seperti persepsi dan 
konsep diri perempuan, motivasi, stres kerja, aspirasi pekerjaan, 
dan karakteristik-karakteristik individu lainnya. 
Saat ini fenomena perempuan bekerja bukan lagi barang 
aneh dan bahkan dapat dikatakan sudah merupakan tuntutan bagi 
perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia kerja, yang dapat 
menaikkan harkat perempuan, yang sebelumnya selalu dianggap 
hanya sebagai pengurus anak, suami dan rumah tangga semata-
mata.  Bahkan sebelumnya banyak gagasan dan strereotip 
tentang perempuan sebagai omongan yang acuh tak acuh pada 
lingkungan, bodoh dan kurang memiliki kemampuan yang 
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akhirnya merendahkan martabat perempuan (Wolfman, 1989). 
Pendapat seperti ini biasanya juga tidak berasas dari belenggu 
nilai-nilai tradisional yang menjadi tekanan sosial yang mengakar 
dari pendapat kuno para bangsawan, bahwa perempuan harus 
selalu ingat akan masak, macak dan manak (memasak, bersolek 
dan melahirkan anak) sebagai tugas utamanya.  Sekarang 
perempuan dituntut aktif secara ekonomi, meskipun disisi lain ada 
juga tuntutan agar perempuan yang berkeluarga dapat 
menghasilkan uang tanpa mengganggu fungsinya sebagai istri dan 
ibu rumah tangga. 
Kabupaten Luwu Utara, sebagai salah satu kabupaten di 
Sulawesi Selatan juga memiliki kompleksitas permasalahan-
permasalahan perempuan. Penanganan permasalahan kemiskinan 
perempuan perlu segera dilakukan. Sebagaimana yang dilakukan 
oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang berkeinginan untuk 
mendorong terselenggaranya kegiatan-kegiatan yang berkenaan 
dengan program pemberdayaan perempuan dalam kehidupan 
masyarakat.  Program pemberdayaan perempuan dilakukan 
sebagai kegiatan yang berupaya memecahkan masalah 
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perempuan dan hubungan antara posisinya dalam masyarakat dan 
perannya dalam proses pembangunan Kabupaten Luwu Utara.  
Sebagaimana kita pahami, perempuan merupakan asset berharga 
dalam proses pembangunan, dengan kata lain, keberhasilan 
pembangunan ditentukan pula oleh kualitas pemberdayaan kaum 
perempuan. Program pemberdayaan perempuan merupakan 
usaha yang membutuhkan interaksi yang sederajat dan saling 
menguntungkan sesuai fungsi dan potensinya masing-masing dari 
faktor-faktor pemberdaya dan perempuan yang diberdayakan. 
Salah satu yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Luwu 
Utara adalah menciptakan kemandirian bagi perempuan dengan 
melakukan penguatan kelembagaan program pemberdayaan 
perempuan. Penguatan kelembagaan program pemberdayaan 
perempuan tersebut berupaya untuk mengakselerasikan 
kelembagaan-kelembagaan program pemberdayaan perempuan 
yang sudah ada dan yang akan dilakukan. 
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memegang peranan 
penting dalam keberhasilan pencapaian program pemberdayaan 
perempuan. Oleh sebab itu, untuk mengetahui permasalahan dan 
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karakteristik program pemberdayaan perempuan diperlukan 
adanya rencana induk penguatan kelembagaan program 
pemberdayaan perempuan sehingga dapat menjadi acuan dalam 
arah pemberdayaan perempuan guna peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. 
 
1.2. Tujuan Kegiatan 
a. Memberikan gambaran kondisi program pemberdayaan 
perempuan di Kabupaten Luwu Utara. 
b. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi 
berkaitan dengan program pemberdayaan perempuan di 
Kabupaten Luwu Utara. 
c. Menganalisis kebijakan terkait pemberdayaan perempuan di 
Kabupaten Luwu Utara. 
d. Menyusun rencana induk penguatan kelembagaan program 
pemberdayaan perempuan di Kabupaten Luwu Utara. 
e. Memberikan rekomendasi untuk mengakselerasikan 
penguatan kelembagaan program pemberdayaan 
perempuan. 
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1.3. Keluaran (Output) 
Dokumen Rencana Induk Penguatan Kelembagaan Program 
Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016.  
 
1.4. Ruang Lingkup Kegiatan 
1. Lingkup Wilayah Studi 
Lingkup wilayah studi Penyusunan Dokumen Rencana 
Induk Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan 
Perempuan adalah se-Kabupaten Luwu Utara. 
2. Lingkup Kegiatan 
Tahapan-tahapan dan lingkup kegiatan di dalam 
pelaksanaan Penyusunan Dokumen Rencana Induk  
Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan 
Perempuan di Kabupaten Luwu Utara: 
a. Tahap Persiapan Survei 
 Penelahaan materi Penyusunan Dokumen Rencana 
Induk Penguatan Kelembagaan Program 
Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Luwu 
Utara.  
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 Pembuatan model-model untuk pengumpulan data di 
lapangan.  
 Penyusunan program survei. 
b. Metode Pelaksanaan Survei 
Setelah Laporan Pendahuluan (Inception Report) 
dinyatakan memenuhi syarat dan telah diterima oleh 
pihak pemberi tugas, maka tahap pekerjaan selanjutnya 
adalah survei lapangan yang terdiri dari : 
 Mobilisasi personil dan peralatan. 
 Koordinasi dengan instansi terkait di wilayah 
perencanaan dan pengumpulan data-data sekunder 
yang relevan dengan kegiatan. 
 Persiapan dan orientasi lapangan.  
 Survei penyelidikan lapangan. 
 Demobilisasi tim survei. 
c. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara : 
 Observasi lapangan untuk mengetahui letak dan 
posisi yang menjadi obyek perencanaan. 
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 Pengumpulan data sekunder pada instansi-instansi 
terkait. 
 Wawancara kepada masyarakat dan tokoh-tokoh 
masyarakat pejabat setempat untuk mengetahui 
aspirasi dan animo masyarakat terhadap program 
pemberdayaan perempuan. 
 Interview dengan stakeholder.  
 Kompilasi awal dengan mengelompokkan data sesuai 
kebutuhan analisis dan mengubah bentuk data ke 
dalam peta, tabel, diagram, grafik, gambar dan 
uraian sesuai dengan tujuan analisis yang dihimpun 
dalam suatu dokumen kompilasi data. 
 
1.5. Landasan Kebijakan dan Hukum 
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Luwu Utara di Provinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia 
Nomor 3826); 
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2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan; 
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional; 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT; 
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan 
Negara Republik Indonesia No. 4421);Undang-undang No. 
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 
6. Undang-Undang  No.  15  tahun  2005  tentang  Ratifikasi  
Hak-Hak  Ekonomi  dan  Sosial  (Ekosob); 
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 
4700); 
8. Undang-Undang No. 11  tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial; 
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9. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 
10. Undang-undang Nomor  23  Tahun  2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Negara 
Republik Indonesia No. 5587);  
11. Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 
Gender Dalam pembangunan Nasional; 
12. Inpres No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan 
Yang Berkeadilan;  
13. Perpres No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan; 
14. Peraturan Presiden Republik Nomor 18 Tahun 2014 
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan 
Anak dalam Konflik Sosial; 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 No. 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia No. 4585); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 
4664); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 
4737); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Pemerintah Daerah; 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan 
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan 
Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan; 
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan 
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota 
Layak Anak; 
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan 
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 
2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak 
Anak; 
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan 
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 
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2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak.  
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 06 Tahun 
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025. 
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BAB II 
KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENDEKATAN 
KONSEP PENGUATAN KELEMBAGAAN 
PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
 
 
2.1. Pengertian Kelembagaan 
Berikut Pengertian Kelembagaan menurut beberapa para 
ahli: Tony Djogo (2003) ada berbagai definisi kelembagaan yang 
disampaikan oleh ahli dari berbagai bidang yaitu sebagai berikut: 
Menurut Ruttan dan Hayami, (1984) Lembaga oleh berbagai 
bidang. Menurut Ruttan dan Hayami, (1984) lembaga adalah 
aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang 
menfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu 
mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerja sama 
atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan 
bersama yang diinginkan. 
Ostrom, (1985-1986) kelembagaan diidentikan dengan 
aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para 
anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan 
yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. 
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Penataan institusi (institusional arragements dapat ditentukan oleh 
beberapa unsur-unsur aturan operasional untuk mengatur 
pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan 
menegakkan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk merubah 
aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan 
organisasi. 
Dari definisi para ahli tersebut Djogo Dkk, menyimpulkan 
dan mendefinisikan kelembagaan sebagai suatu tatanan dan pola 
hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling 
mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar 
manusia atau antar organisasi yang diwadahi dalam suatu 
organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor 
pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik atauran formal 
maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif 
untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama. 
Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) 
kelembagaan didefinisikan sebagai suatu sistem badan sosial atau 
organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan 
tertentu. 
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Pada umumnya Lembaga dapat dibedakan menjadi dua 
jenis, yaitu lembaga formal dan lembaga non-formal. Menurut Sitti 
Bulkis (2011), Kelembagaan lokal dan area aktivitasnya terbagi 
menjadi tiga kategori, yaitu kategori sektor publik (administrasi 
lokal dan pemerintah lokal); kategori sektor sukarela (organisasi 
keanggotaan dan koperasi); kategori sektor swasta (organisasi 
jasa dan bisnis swasta). Bentuk resmi suatu lembaga yaitu 
lembaga garis (line organization, military organization) lembaga 
garis dan staf (line and staff organization); lembaga fungsi 
(functional organization). Jadi pengertian dari kelembagaan 
adalah suatu sistem sosial yang melakukan usaha untuk mencapai 
tujuan tertentu yang menfokuskan pada perilaku dengan nilai, 
norma, dan aturan yang mengikutinya, serta memiliki bentuk dan 
area aktivitas tempat berlangsungnya.   
Umumnya definisi lembaga mencakup konsep pola perilaku 
sosial yang sudah mengakar dan berlangsung terus menerus atau 
berulang. Dalam hal ini sangat penting diperhatikan bahwa 
perilaku sosial tidak membatasi lembaga pada peraturan yang 
mengatur perilaku tersebut atau mewajibkan orang atau 
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organisasi untuk harus berpikir positif ke arah norma-norma yang 
menjelaskan perilaku mereka tetapi juga pemahaman akan 
lembaga ini memusatkan perhatian pada pengertian mengapa 
orang berprilaku atau bertindak sesuai dengan atau bertentangan 
dengan peraturan yang ada.Merangkum dari berbagai pengertian 
yang dikemukakan sebelumnya, maka yang dimaksud 
kelembagaan adalah: suatu tatanan dan pola hubungan antara 
anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang 
dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara 
organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan 
dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa 
norma, kode etikaturan formal maupun informal untuk 
pengendalian prilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan 
mencapai tujuan bersama. 
 Unsur-unsur kelembagaan 
Dari berbagai definisi yang ada, dapat kita rangkum 
berbagai unsur penting dari kelembagaan, di antaranya adalah: 
 Institusi merupakan landasan untuk membangun tingkah 
laku sosial masyarakat. 
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 Norma tingkah laku yangmengakar dalam masyarakat dan 
diterima secaraluas untuk melayani tujuan bersama yang 
mengandung nilai tertentu danmenghasilkan interaksi antar 
manusia yang terstruktur. 
 Peraturan dan penegakan aturan/hukum. 
 Aturan dalam masyarakat yang memfasilitasi koordinasi dan 
kerjasamadengan dukungan tingkah laku, hak dan 
kewajiban anggota. 
 Kode etik 
 Kontrak 
 Pasar 
 Hak milik (property rights atau tenureship) 
 Organisasi 
 Insentif untuk menghasilkan tingkah laku yang diinginkan 
Dari berbagai elemen di atas dapat kita lihat bahwa definisi 
institusi atau kelembagaan didominasi oleh unsur-unsur aturan, 
tingkah laku atau kode etik,norma, hukum dan faktor pengikat 
lainnya antar anggota masyarakat yang membuat orang saling 
mendukung dan bisa berproduksi atau menghasilkan sesuatu 
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karena ada keamanan, jaminan akan penguasaan atas sumber 
daya alam yang didukung oleh peraturan dan penegakan hukum 
serta insentif untuk mentaati aturan atau menjalankan institusi. 
Tidak ada manusia atau organisasi yang bisa hidup tanpa interaksi 
dengan masyarakat atau organisasi lain yang saling mengikat. 
Perpaduan antara berbagai pendekatan ini bisa 
menghasilkan analisis kelembagaan (institutional analysis) yang 
memadai. Apa implikasi dari pembangunan atau penguatan 
kelembagaan bagi pengembangan wanatani? Kelembagaan 
(institusi) bisa berkembang baik jika ada infrastruktur 
kelembagaan (institutional infrastructure), ada penataan 
kelembagaan (institutional arrangements) dan mekanisme 
kelembagaan (institutionalmechanism). 
Memperhatikan latar belakang teori di atas, maka kita ingin 
mendekati analisis kelembagaan dari dua sudut utama yaitu 
lembaga sebagai organisasi dan lembaga sebagai aturan main 
sebagaimana tersebut di atas. Berbeda dengan pengembangan 
kelembagaan dalam bisnis, perdagangan dan industri, 
pengembangan kelembagaan dalam agroforestri cukup sulit 
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mengingat kompleksnya komponen-komponen dalam 
pengembangannya. Ada aspek ekologi, teknologi, sistem produksi 
pertanian, pengelolaan hutan, sosial, ekonomi dan politik. 
Terlepas dari kompleksitas permasalahan yang ada, kelembagaan 
dan kebijakan yang berkaitan dengan agroforestri tidak terlepas 
dari sejarah terbentuknya kelembagaan yang relevan dengan 
komponen penyusun agroforestri, utamanya kelembagaan 
pertanian dan kehutanan. Analisis kelembagaan perlu dibedakan 
dari analisi para pihak (stakeholder analysis) yang akhir-akhir ini 
banyak dibicarakan. 
 
 
2.2. Pemberdayaan Perempuan 
 Berubahnya paradigma pembangunan nasional ke arah 
demokratisasi dan desentralisasi, menumbuhkan kesadaran yang 
luas tentang perlunya peran serta masyarakat dalam keseluruhan 
proses dan program pembangunan. Pemberdayaan dan partisipasi 
muncul sebagai dua kata yang banyak diungkapkan ketika 
berbicara tentang pembangunan. Meskipun demikian, pentingnya 
pemberdayaan dan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya 
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dihayati dan dilaksanakan oleh stakeholders pembangunan, baik 
dari kalangan pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat. Bahkan 
di kalangan masyarakat sendiri masih gamang menghadapi 
praktek partisipasi dalam melaksanakan setiap tahapan 
pembangunan di lingkungannya. Di sisi lain, hampir semua proyek 
dan program pemerintah mensyaratkan pemberdayaan dan 
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaanya, dimana masyarakat 
ditempatkan pada posisi strategis yang menentukan keberhasilan 
program pembangunan. Akan tetapi, dalam prakteknya 
pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sering disalahgunakan, 
baik secara sengaja maupun tidak sengaja. 
 Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah 
empowerment berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, 
terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an,  dan awal 90-an. 
Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi       
teori-teori yang berkembang belakangan.  Berkenaan  dengan 
pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat,  Ife (1995) 
menyatakan bahwa:  Empowerment  is  a  process  of  helping 
disadvantaged groups and individual 
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 to   complete   more   effectively   with   other   interests,   by 
helping them   tolearn   anduse  in   lobbying,   using   the   
media, engaging in political action, understanding 
how   to  ‘work the system,’   and so on (Ife, 1995). 
Definisi tersebut di atas mengartikan konsep pemberdayaan 
(empowerment) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, 
dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, 
serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan 
tugasnya sebaik mungkin. Di sisi lain Paul (1987) dalam Prijono 
dan Pranarka (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti 
pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan 
kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta 
memperbesar pengaruh mereka terhadap ”proses dan hasil-hasil 
pembangunan.”Sedangkan konsep pemberdayaan menurut 
Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif 
menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan 
keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang 
berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui 
partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui 
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pengamatan langsung. Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, 
maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain 
: pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses 
yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, 
kekuatan, atau kemampuan (power) kepada masyarakat atau 
individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula 
dengan upaya membangun asset material guna mendukung 
pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan kedua, 
kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan 
pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi 
individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk 
menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses 
dialog. Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik 
ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk 
mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan 
sekunder terlebih dahulu (Sumodiningrat, Gunawan, 2002) . 
Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan 
ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini 
mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat 
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“people centred, participatory, empowering, and sustainable” 
(Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata 
memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan 
mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut 
(safety net), yang pemikirannya belakangan ini banyak 
dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-
konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang 
dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara 
lain oleh Friedman (1992) disebut sebagai alternative 
development, yang menghendaki ‘inclusive democracy, 
appropriate economic growth, gender equality and 
intergenerational equaty”. (Kartasasmita, Ginanjar 1997) Dalam 
upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, 
yaitu (Sumodiningrat, Gunawan, 2002) ; pertama, menciptakan 
suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 
berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan 
bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang 
dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama 
sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. 
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Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan 
mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan 
potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk 
mengembangkannya. 
Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki 
masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-
langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan 
suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan 
menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta 
pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang 
akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan 
bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, 
tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya 
modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan 
kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya 
pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi 
sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan 
serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini 
adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan 
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keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena 
itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan 
pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi. 
Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. 
Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi 
bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam 
menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan 
pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam 
konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti 
mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru 
akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. 
Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya 
persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas 
yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat 
masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program 
pemberian (charity). Karena, pada dasarnya setiap apa yang 
dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat 
dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan 
akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan 
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membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah 
kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. 
 
2.3. Pendekatan Pemberdayaan Perempuan 
 Ketidakberdayaan perempuan dan kemiskinan merupakan 
masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang 
saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan , kesehatan, 
pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, dan 
kondisi lingkungan.  Mengacu pada strategi nasional 
ketidakberdayaan diendikkan dengan kemiskinan yaitu kondisi di 
mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, 
tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan 
mengembangkan kehidupan yang bermartabat.  Definisi ini 
beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa 
perempuan mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan 
anggota masyarakat lainnya.  Lebih daripada itu juga dipengaruhi 
oleh sejumlah faktor penyebab antara lain, struktur kebijakan 
yang kurang memihak pada aksesibilitas perempuan terhadap 
aktivitas ekonomi, budaya dan lingkungan sosial. 
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 Ketidakberdayaan perempuan tidak lagi dipahami hanya 
sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan 
memenuhi hak-hak dasar dan perbedayaan bagi perempuan 
dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.  Hak-hak dasar 
yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan 
pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, 
pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman 
dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk 
berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, bagi perempuan. 
 Berangkat dari pemahaman terhadap kondisi perempuan, 
maka pelaksanaan program-program pemberdayaan perempuan 
diperlukan pendekatan khusus agar bisa tepat sasaran dan efektif, 
beberapa pendekatan yang akan digunakan antara lain. 
a.Peran-Serta masyarakat  
 Masyarakat termasuk perempuan sebagai the intended 
beneficiaries dari semua program pembangunan tidak lagi 
dipandang semata-mata sebagai objek tetapi merupakan subjek 
dari pembangunan itu sendiri.  Peran serta perempuan merupakan 
faktor dan kegiatan yang diupayakan dan diperhitungkan bagi 
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suksesnya pembangunan.  Peran serta perempuan dijadikan salah 
satu strategi dalam pelaksanaan.  Dengan pengurangan intervensi 
dari aparat pemerintah dan memberi kesempatan kepada 
perempuan untuk menentukan sendiri pilihannya atau 
keputusannya, diharapkan usahanya akan berhasil dan dapat 
memperkuat rasa percaya diri perempuan. 
b.keterpaduan 
 Pendekatan untuk pemberdayaan perempuan adalah dalam 
hal keterpaduan, yaitu mengarahkan kegiatan pembangunan 
secara lintas sektor dan lintas daerah, karena masing-masing 
program bersifat multisektoral, maka masalah keterpaduan 
menjadi titik kunci keberhasilan program pemberdayaan 
perempuan.  Keterpaduan yang dimaksud bukan saja dalam 
perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pendanaan 
kegiatan, tetapi juga dalam kebijakan masing-masing sektor.  
Luasnya aspek pemberdayaan perempuan, menuntut penanganan 
pemecahan yang terpadu.  Pemecahan masalah peningkatan 
produksi (sektor teknis), harus didukung dengan terjaminnya 
pendanaan (sektor perbankan), pemasaran (sektor koperasi, 
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sektor perdagangan), dan prasarana yang menjamin 
terlaksananya produk dan pemasaran hasil produksi. 
c. Hak sipil Perempuan 
 Tidak diragukan, bahwa deklarasi universal HAM adalah 
sebuah bentuk perangkat hukum yang universal. Tetapi, 
perempuan merasa bahwa deklarasi tersebut belum sepenuhnya 
mampu menjamin kepentingan mereka.  Bahkan, perempuan 
menyatakan bahwa deklarasi tersebut tidak berperspektif keadilan 
gender.  Berbagai kasus seperti perkosaan di wilayah konflik, 
mutilasi genital, kekerasan domestik, dan diskriminasi pekerjaan 
misalnya, tidak bisa ditangani hanya oelh deklarasi HAM. 
 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women (CEDAW) adalah salah satu konvensi utama 
internasional hak asasi manusia.  Berdasarkan resolusi mahkamah 
umum No.34/180 tanggal 18 desember 1979, CEDAW terbuka 
untuk diadopsi dan diratifikasi oleh negara anggota PBB.  Tiga 
tahun kemudian CEDAW, yang memuat 30 pasal, secara formal 
dinyatakan sebagai dokumen internasional (entry into force) 
tertanggal 3 september 1981. 
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 Prinsip persamaan substantif yang anut oleh CEDAW adalah : 
pertama, langkah-langkah untuk merealisasikan hak-hak 
perempuan yang ditujukan untuk mengatasi kesenjangan, adanya 
perbedaan atau keadaan yang merugikan perempuan.  Kedua, 
persamaan substantif dengan pendekatan koreksi merupakan 
langkah khusus agar perempuan memiliki akses dan menikmati 
manfaat yang sama seperti halnya laki-laki pada kesempatan dan 
peluang yang ada.  Ketiga, CEDAW mewajibkan pemerintah untuk 
melaksanakan kebijakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 
(a) persamaan kesempatan bagi laki-laki maupun perempuan, (b) 
persamaan laki-laki dan perempuan untuk menikmati manfaat dan 
penggunaan kesempatan itu yang berarti bahwa laki-laki dan 
perempuan menikmati manfaat yang sama/adil, (c) hak hukum 
yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam 
kewarganegaraan, perkawinan dan hubungan keluarga dan 
perwalian atas anak, (d) persamaan kedudukan dalam hukum dan 
perlakuan yang sama di depan hukum. 
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BAB III 
PENDEKATAN DAN METODE PELAKSANAAN 
 
 
 
3.1. Pendekatan 
Untuk memberikan hasil yang optimal pada rencana induk 
ini dilakukan tiga pendekatan, yaitu; Pendekatan Integratif, 
Pendekatan Participatory dan Observasi Lapangan.  
Pendekatan Integratif: Merupakan pendekatan 
perencanaan yang menyeluruh dan terpadu yang didasarkan pada 
potensi dan permasalahan yang ada, baik dalam wilayah 
perencanaan maupun wilayah sekitarnya (interlandnya). 
Pendekatan menyeluruh memberi arti bahwa peninjauan 
permasalahan bukan hanya didasarkan pada kepentingan wilayah 
dalam arti sempit, tetapi ditinjau dan dikaji pula kepentingan yang 
lebih luas, baik antar wilayah dengan daerah yang terdekat 
maupun dengan yang lebih jauh lagi. Secara terpadu mengartikan 
bahwa dalam menyelesaikan permasalahan tidak hanya 
dipecahkan sektor per sektor saja tetapi didasarkan kepada 
kerangka perencanaan terpadu antar tiap-tiap sektor, di mana 
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dalam perwujudannya dapat berbentuk koordinasi dan sinkronisasi 
antar sektor melalui dokumen-dokumen perencanaan yang telah 
disusun sebelumnya. 
Pendekatan Participatory: Digunakan untuk 
memperoleh urutan masukan-masukan dari berbagai stakeholders 
untuk melengkapi informasi tentang potensi yang sudah 
dihasilkan. Pendekatan participatory ini dilakukan dengan melalui 
pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan para 
pemangku kepentingan pada berbagai tingkatan. Pertimbangan 
menggunakan participatory approach adalah bahwa saat ini 
pemaksaan kehendak dan perencanaan dari atas sudah tidak 
relevan lagi. Manfaat penggunaan pendekatan tersebut adalah 
untuk meminimalkan konflik berbagai kepentingan yang berarti 
juga mendapatkan hasil akhir yang menguntungkan untuk semua 
pihak. Keuntungan lainnya yang akan diperoleh adalah jaminan 
kelancaran implementasi hasil kajian ini di kemudian hari.  
Observasi Lapangan: digunakan sebagai pengumpulan 
data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat 
dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, 
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peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu 
mengunjungi lokasi perencanaan untuk mengamati langsung 
berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. 
 
 
3.2. Metode Pelaksanaan 
 Pelaksanaan Rencana Induk Penguatan Kelembagaan 
Program Pemberdayaan Perempuan berangkat dari kajian tentang 
pemberdayaan perempuan. Selanjutnya dilakukan analisis 
terhadap berbagai faktor kunci keberhasilan yang terdapat di 
wilayah kajian. Atas dasar analisis tersebut, disusunlah dokumen 
perencanaan. 
 
 
3.3. Orientasi Lapangan 
 Orientasi lapangan merupakan pelaksanaan awal 
pengumpulan data lapangan Rencana Induk Penguatan 
Kelembagaan Program Pemberdayaan Perempuan. Kegiatan 
orientasi lapangan ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran 
awal kondisi eksisting daerah kajian, termasuk persoalan-
persoalan yang sudah terjadi atau mungkin terjadi. Salah satu 
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tujuan kegiatan orientasi lapangan adalah mengetahui batas-batas 
daerah yang akan dikaji, serta melakukan persiapan tahapan 
kegiatan selanjutnya berupa survei dan pengumpulan data.  
 
 
3.4. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua 
tahap, yaitu: 
Tahap pertama, kegiatan survei untuk menentukan tingkat 
kesesuaian bio-fisik lahan untuk penguatan kelembagaan program 
pemberdayaan. Selain itu survei dilakukan pula untuk mengetahui 
potensi sumber daya pendukung lainnya seperti sarana, 
prasarana, aktivitas ekonomi dan keterkaitan rencana penguatan 
kelembagaan program pemberdayaan perempuan dengan sektor 
ekonomi lainnya. Tahapan ini dilaksanakan dengan melakukan 
observasi sekaligus pengamatan lapangan tentang kondisi terkini 
rencana pengembangan pemberdayaan perempuan.  
Tahap kedua, pengumpulan data primer (first hand sources) 
dilakukan pada berbagai sumber melalui kegiatan Focus Group 
Discussion (FGD), antara lain dengan lembaga/instansi yang 
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terkait seperti, kelompok-kelompok pemberdayaan perempuan, 
tokoh masyarakat, dan para pengambil keputusan dalam struktur 
pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Utara pada berbagai 
tingkatan. Wawancara dilaksanakan untuk mengetahui aspirasi 
dan kebutuhan serta keinginan masyarakat terhadap rencana 
pemberdayaan perempuan di Kabupaten Luwu Utara.  
 
 
 
3.5. Kompilasi dan Analisis Data 
Semua data dan informasi yang telah diperoleh dari hasil 
kegiatan pengumpulan data dan survei kemudian di kompilasi. 
Pada dasarnya kegiatan kompilasi data ini dilakukan dengan cara 
mentabulasi dan mensistematisasi data-data tersebut dengan 
menggunakan cara komputerisasi. Hasil dari kegiatan ini adalah 
tersusunnya data dan informasi yang telah diperoleh sehingga 
mudah untuk dianalisis. 
Hasil-hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya data dan 
informasi yang telah diperoleh sehingga akan mempermudah 
pelaksanaan tahapan selanjutnya yaitu tahap analisis.  
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Metode pengolahan dan kompilasi data yang dipergunakan 
adalah sebagai berikut : 
a. Mengelompokan data dan informasi menurut kategori 
aspek kajian. 
b. Menyortir data-data setiap aspek tersebut agar menjadi 
sederhana dan tidak terduplikasi. 
c. Mendetailkan desain pengolahan dan kompilasi data dari 
desain studi awal sehingga tercipta form-form isian berupa 
tabel-tabel, konsep isian, peta tematik. 
d. Mengisi dan memindahkan data yang telah tersortir ke 
dalam tabel-tabel isian dan peta isian tematik. 
e. Melakukan pengolahan data berupa penjumlahan, 
pengalian, pembagian, prosentase dan sebagainya baik 
bagi data primer maupun sekunder. 
f. Setelah seluruh tabel dan peta terisi,  maka langkah 
selanjutnya adalah membuat uraian deskriptif 
penjelasannya ke dalam suatu laporan yang sistematis per 
aspek kajian. 
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BAB IV 
KONDISI EKSISTING  
KABUPATEN LUWU UTARA 
 
4.1 Letak Geografis Kabupaten 
Kabupaten Luwu Utara dengan Ibukota Masamba yang 
berjarak 430 Km kearah utara dari Kota Makassar. Letak 
Kabupaten Luwu Utara berada pada 010 53’ 19” - 020 55’36” 
Lintang Selatan dan 1190 47’ 46” - 1200 37’ 44” Bujur Timur. Luas 
wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah 7.502,58 Km2 yang secara 
administrasi Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara  terbagi atas 11 
(sebelas) kecamatan. Diantara kecamatan-kecamatan tersebut, 
Kecamatan Seko merupakan kecamatan yang terluas yaitu 
2.109,19 Km2 atau 28,11% dari total luas wilayah kabupaten 
sekaligus merupakan kecamatan yang letaknya paling jauh dari 
Ibukota Kabupaten Luwu Utara yaitu berjarak 198 KM. Adapun 
batas wilayah secara administratif adalah sebagai berikut : 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tengah. 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur. 
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 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan 
Teluk Bone 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Barat dan 
Kabupaten tana Toraja 
Dari 11 (sebelas) kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu 
Utara juga terbagi atas 171 desa yang semuanya merupakan desa 
defenitif, kemudian 4 (empat) desa yang sudah termasuk dalam 
klasifikasi daerah perkotaan sudah dalam bentuk kelurahan yaitu 
antara lain Kelurahan Kappana, Kelurahan Bone, Kelurahan 
Kasimbong dan Kelurahan Baliase. 
Tabel 4.1 Luas Daerah dan Pembagian Daerah 
Administrasi Di Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2015 
No  Kecamatan 
Luas 
(Km2) 
Persentase  
Banyaknya Desa/Kelurahan 
Defenitif  Persiapan  Jumlah  
1 Sabbang  525,08 7,01 20 - 20 
2 Baebunta  295,08 3,94 22 - 22 
3 Malangke 229.70 3,06 14 - 14 
4 Malangke Barat 214,05 2,75 13 - 13 
5 Sukamaju 255,48 3,41 26 - 26 
6 Bone Bone 127,92 1,71 12 - 12 
7 Masamba 1.068,85 14,26 22 - 22 
8 Mappedeceng 275,50 3,68 15 - 15 
9 Rampi 1.565,65 20,89 6 - 6 
10 Limbong 686,50 9,16 7 - 7 
11 Seko  2.109,19 28,14 12 - 12 
12 Tanalili 149.41 1.99 10 - 10 
Jumlah  7.502,58 100 171 0 171 
Sumber : BPS Kabupaten Luwu Utara, 2015 
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4.2 Kondisi Fisik Wilayah 
4.2.1 Kondisi Topografi dan Kelerengan  
Berdasarkan kondisi topografinya Kabupaten Luwu Utara 
terbagi dalam beberapa morfologi bentuk lahan. Kondisi ini dapat 
dijelaskan melalui persebaran kelas lereng Kabupaten Luwu 
Utara.  Secara keseluruhan persebaran kelas lereng Kabupaten 
Luwu Utara dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.2 
Kelas Lereng dan Ketinggian Tiap Kecamatan  
Di Kabupaten Luwu Utara 
No Kecamatan  
Kelas 
Lereng (%) 
Ketinggian 
(mdpl) 
Keterangan  
Fisik Lahan 
1 Sabbang  8 – 15 59 Landai 
2 Baebunta  8 – 15 70 Landai 
3 Malangke 0 – 8 15 Landai 
4 Malangke Barat 0 – 8 23 Landai 
5 Sukamaju 0 – 15 27 Landai 
6 Bone Bone 0 – 8 32 Landai 
7 Masamba 3 – 15 52 Landai 
8 Mappedeceng 3 – 15 41 Landai 
9 Rampi > 30 1 699 Curam 
10 Limbong 15 – 30 1 519 Curam 
11 Seko  15 – 30 1 109 Curam 
12 Tanalili 3 – 15 52 Landai 
Sumber : BPS Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2015.  
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4.2.2 Kondisi Hidrologi 
Pada umumnya kondisi hidrologi di Kabupaten Luwu Utara 
sangat berkaitan dengan tipe iklim dan kondisi geologi yang ada. 
Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang 
ada yang pada umumnya berdebit kecil, oleh karena sempitnya 
daerah aliran sungai sebagai wilayah tadah hujan (cathmen area) 
dan sistem sungainya. Kondisi tersebut diatas menyebabkan 
banyaknya aliran sungai yang terbentuk. 
Diwilayah wilayah Kabupaten Luwu Utara terdapat 8 
(delapan) sungai besar yang melintas diwilayah tersebut, dan 
sunga yang terpanjang adalah Sungai Rongkong dengan panjang 
sekitar 108 Km dan melewati 3 kecamatan yaitu Kecamatan 
Sabbang, Baebunta, dan Kecamatan Malangke. Sungai-sungai di 
wilayah Kabupaten Luwu Utara yang berfungsi sebagai cathmen 
area dijelaskan pada Tabel 4.3. 
Sistem aliran hidrologi di Kabupaten Luwu Utara 
menunjukkan bahwa pergerakan air permukaan maupun air 
tanah, langsung menuju ke air laut. Salah satu keunggulan dari 
sungai-sungainya adalah kondisi air yang masih jernih dan bening 
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sehingga sangat baik untuk dijadikan tempat rekreasi sumber 
daya air khususnya air permukaan sangat melimpah didaerah 
Luwu Utara. Sebagian kecil dari potensi air permukaan telah 
dimanfaatkan untuk pengembangan irigasi, pembangkit listrik dan 
budidaya perikanan. Potensi air tanah dangkal terbatas didaerah 
dataran rendah. 
Tabel 4.3 
Daftar Sungai dan Daerah Aliran Sungainya 
Di Kabupaten Luwu Utara 
No 
Nama 
Sungai 
Daerah Aliran 
Panjang 
(Km) 
Daerah Tangkapan (Km) 
< 100 
m 
> 100 
m 
Total 
1 Rongkong Sabbang, 
Baebunta, 
108 1.245,2 423,8 1.669,0 
2 Baebunta Baebunta, 
Masamba 
60 96,8 281,1 377,9 
3 Masamba Masamba 75 102,2 203,7 305,9 
4 Baliase Masamba, Baliase 185 826,3 172,6 998,9 
5 Lampuawa Bone-Bone 30 56,5 115,6 172,1 
6 Kanjiro Bone-Bone 34 111,3 92,2 203,5 
7 Bone-Bone Bone-Bone 27 64,1 57,6 121,7 
8 Bungadidi Bone-Bone 35 80,9 29,0 109,9 
Sumber : BPS Kab. Luwu Utara, Tahun 2015 & Map of South Sulawesi, 
1981 (United Kingdom & Departement of General worker  
Indonesia) 
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4.2.3 Kondisi Hidrogeologi 
Kondisi daur/siklus hidrologi-geohidrologi adalah sangat 
dipengaruhi faktor klimatologi dan kondisi fisik-kimia tanah, terkait 
dengan “surface run off” dan “recharge” menjadi “basé flow” 
dibawah permukaan. 
Diketahui pada wilayah dataran sampai dengan ketinggian 
200 m diatas paras laut yang disusun oleh endapan aluvial pantai 
dan danau berupa lempung, lanau dan kerikil yang bersifat lepas 
dari hasil rombakan batuan berumur lebih tua mempunyai debit 
air pada sumur penduduk sekitar 5 liter/detik, dengan kedalaman 
muka air bebas kurang dari 5 m. 
Permunculan mata air berada di wilayah perbukitan pada 
bagian sebelah utara jalan TRANS SULAWESI seperti diwilayah 
Kecamatan Mappedeceng, Sukamaju, dan Bone-Bone dengan 
debit lebih kecil dari     5 liter/detik.  Sedangkan pada lahan 
perbukitan disebelah Utara Kota Masamba, dengan kondisi geologi 
berupa material gunung api, kedalam air tanah bebas mencapai 
10 m dari permukaan tanah dengan debit kurang dari 5 liter 
perdetik.  
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Berdasarkan kondisi geohidrolonginya, maka Kabupaten 
Luwu Utara dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) wilayah dengan 
karakteristik seperti berikut : 
1. Wilayah Dataran Rendah (Sabbang, Baebunta, Malangke, 
Malangke Barat, Mappedeceng, Sukamaju dan Bone-Bone) 
dengan ketebalan tanah yang dalam, memiliki ketersediaan 
air yang cukup untuk kegiatan pertanian  
2. Wilayah Perbukitan yang berada pada ruas jalan Trans 
Sulawesi khususnya di bagian Utaranya (Sabbang, 
Baebunta, Masamba, Mappedeceng, Sukamaju dan juga 
Bone-Bone) dengan kedalaman tanah dangkal, memiliki 
ketersediaan air yang terbatas untuk kegiatan pertanian. 
3. Wilayah Perbukitan/Pengunungan (Limbong, Seko, 
Masamba, dan Rampi) memiliki ketebalan tanah sangat 
dangkal, tidak dapat dialokasikan untuk kegiatan pertanian. 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, di daerah ini 
mengalir berbagai sungai besar, yakni :  
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1. Sungai Rongkong melalui Sabbang dan Baebunta 
sepanjang 108 km dengan daerah tangkapan hujan 1.669,0 
km2. 
2. Sungai Baebunta melalui Baebunta dan Masamba 
sepanjang 48 km dengan daerah tangkapan 377,9 km2. 
3. Sungai Masamba mengalir melalui Masamba sepanjang 55 
km dengan areal tangkapan 305,9 km2. 
4. Sungai Baliase yang berhulu di Gunung Baliase sepanjang 
95 km dengan areal tangkapan 998,9 km2. 
5. Sungai Lampuawa melalui Bone-Bone sepanjang 34 km 
dengan areal tangkapan 172,1 km2. 
6. Sungai Kanjiro melalui Bone-Bone sepanjang 41 km dengan 
areal tangkapan 203,5 km2. 
7. Sungai Bone-Bone melalui Bone-Bone sepanjang 20 km 
dengan Areal 121,7 km2. 
8. Sungai Bungadidi melalui Bone-Bone sepanjang 20 km 
dengan areal 109,9 km2. 
Dari data aliran sungai tersebut diatas, tampak bahwa 
Kecamatan Bone-Bone dialiri oleh 4 (empat) buah sungai dari 8 
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(delapan) sungai yang mengalir di Kabupaten Luwu Utara, 
sehingga tampak di Kecamatan Bone-Bone kegiatan pertanian 
sebagai areal transmigrasi bertumbuh cukup pesat. 
Berdasarkan sistem aliran hidrologi di Kabupaten Luwu 
Utara menunjukkan bahwa pergerakan air (air permukaan  
maupun air tanah) keduanya bergerak menuju laut. Kondisi air 
permukaan yang jernih/bening menjadi peluang pengembangan 
pariwisata, dengan potensi melimpah sehingga dapat 
dikembangkan untuk irigrasi, Pembangkit Listrik Tenaga Air 
(PLTA), dan Budidaya Perikanan Air Tawar. 
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4.2.4 Geologi 
Bahan galian yang terdapat di Kabupaten Luwu Utara 
terdiri dari batuan beku, sedimen dan metamorf. Berikut ini 
akan dibahas masing-masing tipe bahan galian tersebut. 
4.2.4.1 Batuan Beku 
Bahan galian tipe batuan beku terdiri dari serpentinit 
Formasi Pampangeo, tersingkap di kecamatan Rampai, 
Mappacedeng, dan Bonebone. 
Selain itu dijumpai pula basalt dan andesit, Formasi 
Lamasi,Tineba, Sekala, Masamba, dan Barupu dapat dijumpai di 
Kecamatan Limbong, Baebunta, Sabbang, Masamba dan 
Mappacedeng; Latit kuarsa Formasi Tineba dapat ditemukaan di 
kecamatan Seko, Limbong dan Rampi, dan granit Kambuno yang 
tersebar meluas di Kecamatan Seko, Limbang, Masamba, 
Sabbang, dan Baebunta. 
4.2.4.2 Batuan Sedimen 
Bahan galian tipe batuan sedimen terdiri dari 
batugamping, dan barurijang Formasi Latimojong yang tersebar 
di Kecamatan Seko, Rampi dan Sabbang; tufa Formasi Lamasi 
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dapat dijumpai di Kecamatan Limbong, Baebunta, Sabbang, 
Masamba, dan Mappacedeng. 
Selain itu juga terdiri dari tufa Beropa di Kecamatan Seko; 
tufa kristal dan tufa gelas Rampi di Kecamatan Seko dan Rampi; 
tufa Formasi Sekala di Kecamatan Seko dan Rampi; serta pasir, 
krikil dan kerakal endapan aluvial di Kecamatan Rampi, 
Baebunta, Malangke, Malangke Barat, Sukamaju dan Bonebone. 
4.2.4.3 Batuan Metamorf 
Bahan galian tipe batuan metamorf terdiri dari batusabak, 
dan kuarsit Formasi Latimojong yang tersebar di Kecamatan 
Seko, Rampi dan Sabbang. Selain itu juga dijumpai sekis, genes, 
batusabak, marmer dan kuarsit. Formasi  Pompangeo yang 
dapat ditemukan di Kecamatan Rampi, Mappacedeng dan 
Bonebone; serta batugamping meta di Kecamatan Rampi. 
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4.3. Kondisi Sosial Ekonomi 
4.3.1 Keadaan Demografi 
4.3.1.1 Perkembangan Penduduk 
Data jumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara 2 tahun 
terakhir menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2013 
sebanyak 297.313 jiwa, sedangkan pada tahun 2014 mencapai 
299.989 jiwa. Hal tersebut memperlihatkan adanya pertambahan 
jumlah penduduk sekitar 37.689 jiwa selama kurun waktu 5 tahun 
terakhir, dengan rata-rata pertumbuhan 0,90% pertahun.  
4.3.1.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk 
Distribusi penduduk terkait dengan jumlah penduduk yang 
mendiami suatu wilayah atau pengelompokan jumlah penduduk 
yang didasarkan pada batasan administrasi wilayah yang 
bersangkutan. Jumlah penduduk yang terdistribusi pada suatu 
wilayah, akan mempengaruhi tingkat konsentrasi pelayanan 
sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melayani kebutuhan 
penduduk pada wilayah tersebut.  
Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara pada akhir tahun 
2014 berjumlah 299.989 jiwa yang terditribusi pada 12 
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kecamatan, dengan tingkat persebaran yang tidak merata pada 
setiap kecamatan. Distribusi jumlah penduduk terbanyak terdapat 
di Kecamatan Baebunta dengan jumlah sebesar 44.790 jiwa atau 
sekitar 14,93 % dari jumlah penduduk kabupaten, sedangkan 
distribusi penduduk terkecil adalah Kecamatan Rampi dengan 
jumlah penduduk kurang lebih 3.082 jiwa atau sekitar 1.03 % dari 
jumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara, secara rinci diuraikan 
pada Tabel 4.4. 
Secara kuantitas tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten 
Luwu Utara dipengaruhi oleh perbandingan jumlah penduduk yang 
mendiami setiap kecamatan terhadap luasan (perubahan luas) 
wilayah kecamatan. Sedangkan secara keruangan, pada dasarnya 
distribusi dan kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Utara 
dipengaruhi oleh sistem pelayanan dan penyediaan sarana dan 
prasarana penunjang, serta kemudahan aksesibilitas, sehingga 
distribusi penduduk lebih terkonsentrasi pada wilayah tertentu 
berdekatan dengan kota. 
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Tabel 4.4 
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut 
Kecamatan   
Di Kabupaten Luwu Utara 
 
No Kecamatan  
Luas 
Wilayah 
(Km2) 
Jumlah 
Penduduk 
(Jiwa) 
Kepadatan 
Penduduk 
(Jiwa/km2) 
1 Sabbang  525,08 36.914 70 
2 Baebunta  295,08 44.790 152 
3 Malangke 229,70 27.467 120 
4 Malangke Barat 214,05 24.043 112 
5 Sukamaju 255,48 41.511 162 
6 Bone Bone 127,92 25.911 203 
7 Masamba 1.068,85 34.455 32 
8 Mappedeceng 275,50 22.884 83 
9 Rampi 1.565,65 3.082 2 
10 Limbong 686,50 3.882 6 
11 Seko  2.109,19 12.937 6 
12 Tanalili 149.41 22.113 148 
Jumlah 7.502.58 299.989 40 
Sumber : BPS Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2015 
 
4.3.1.3 Komposisi Kependudukan 
1. Struktur Usia 
Kajian tentang struktur penduduk menurut usia dimaksudkan 
untuk mengetahui jumlah pada setiap kelompok umur 
tertentu, terutama kelompok umur yang berkaitan dengan 
usia sekolah, usia kerja, dan usia produktif atau usia angkatan 
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kerja. Pengelompokan penduduk menurut umur di Kabupaten 
Luwu Utara pada tahun 2015 dibagi atas 3 kelompok utama, 
yaitu : 
a. Usia yang belum produktif (0-14) tahun : 97.259 jiwa 
b. Usia Produktif    : 186.778 jiwa 
c. Usia Tidak Produktif    : 15.952 jiwa 
2. Agama dan Aliran Kepercayaan 
Struktur penduduk agama dan kepercayaan di Kabupaten 
Luwu Utara didominiasi oleh pemeluk Agama Islam, dapat 
dilihat dari jumlah tempat ibadah masjid sebanyak 526 unit 
dan mushollah sebanyak 186 unit, dari total jumlah tempat 
ibadah sebanyak 1055 unit di Kabupaten Luwu Utara. 
Sedangkan tempat ibadah pemeluk agama lainnya terdiri 
gereja protestan sebanyak 237 unit, gereja katolik sebanyak 
35 unit dan pura sebanyak 71 unit.  
3. Budaya dan Adat Istiadat 
Perubahan karakter dan kultur budaya sebagai ciri khas suatu 
komunitas tidak perlu terjadi, jika masyarakat memegang 
teguh dan menjunjung tinggi nilai budaya yang secara turun-
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temurun dianutnya. Salah satu kekuatan masyarakat di 
Kabupaten Luwu Utara adalah pembauran nilai religius 
keagamaan dalam suatu kebudayaan yang masih melekat 
hingga kini. Faktor lain yang mempengaruhi adalah komunitas 
masyarakat di Kabupaten Luwu Utara sebagian besar masih 
dalam satu ikatan rumpun keluarga, sehingga konflik sosial 
tidak menjadi pemisah, tetapi dapat terselesaikan secara 
kebersamaan dan kekeluargaan.  
Kultur budaya masyarakat di Kabupaten Luwu Utara masih 
dipengaruhi oleh etnis budaya Bugis. Keragaman kultur sosial 
budaya yang terdapat di Kabupaten Luwu Utara, merupakan 
pembentukan etnis dan budaya lokal, secara umum masih 
tergolong dalam Suku bugis. Perbedaan dalam hal budaya 
umunya terletak pada dialeg, dan sistem upacara adat dan 
ritual keagamaan, dan bentuk bangunan.  
4. Transmigrasi  
Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu daerah 
penempatan transmigrasi di Propinsi Sulawesi Selatan. 
Terdapat 4 UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi) yang tersebar 
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di empat kecamatan, yaitu UPT Buso (Kecamatan Baebunta), 
UPT Bantimurung (Kecamatan Bone Bone), UPT Maipi 
(Kecamatan Masamba), dan UPT Pongkase (Kecamatan 
Sukamaju). 
 
4.3.2 Struktur Perekonomian 
Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek 
penggunaan sumber daya ekonomi yang secara langsung dikuasai 
dan dimiliki oleh pemerintah serta secara tidak langsung dimiliki 
oleh masyarakat melalui pembayaran pajak. 
Realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah 
merupakan hasil perhitungan anggaran pendapatan dan belanja 
keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin 
dan pembangunan di wilayah administrasinya. 
Penerimaan daerah Kabupaten Luwu Utara pada tahun 
2014 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 
2013. Pada tahun 2013, penerimaan daerah sebesar 653,18 milyar 
rupiah dan meningkat menjadi 795,10 milyar rupiah pada tahun 
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2014. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Luwu 
Utara pada tahun 2014 sebesar 130,51 milyar rupiah (Tabel 4.5). 
 
Tabel 4.5 
Realisasi Penerimaan Daerah Menurut Jenis Penerimaan  
di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 – 2014 
Jenis Penerimaan 
Tahun Penerimaan (Milyar Rupiah) 
2010 2011 2012 2013 2014 
Pendapatan Asli 
Daerah 
27,62 36,65 46,69 36,74 130,51 
Pajak Daerah 
Retribusi Daerah 
Bagian Laba BUMD 
Penerimaan Lain-
Lain 
3,29 
19,65 
0 
3,81 
3,68 
23,91 
1,07 
6,29 
4,57 
30,75 
0 
11,37 
5,81 
25,56 
1,07 
3,20 
10.45 
9,54 
1,12 
109,40 
Dana Perimbangan 421,92 486,51 542,13 599,58 650,88 
Bagi Hasil Pajak 
Bagi Hasil Bukan 
Pajak 
Dana Alokasi 
Umum (DAU) 
Dana Alokasi 
Khusus (DAK) 
37,29 
0,93 
343,11 
40,59 
51,85 
1,38 
377,57 
55,71 
41,36 
0 
457,25 
43,52 
32,02 
1,72 
512,64 
53,18 
20,62 
5,28 
573,10 
51,88 
Pinjaman Daerah 0 0 0 0 0 
Bantuan/Hibah 12,95 25,97 14,20 16,86 13,71 
Jumlah 462,49 547,43 603,02 653,18 795,10 
Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2015. 
 
Adapun belanja pemerintah daerah dikelompokkan menjadi 
tiga kategori yaitu belanja operasional, belanja modal, dan belanja 
tidak terduga. Pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah 
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Daerah Luwu Utara dalam bentuk belanja sebesar 62,27 persen 
(Tabel 4.6). 
Tabel 4.6 
Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenis Pengeluaran  
di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 – 2014 
 
Jenis Penerimaan 
Tahun Pengeluaran (Milyar Rupiah) 
2010 2011 2012 2013 2014 
Belanja 
Operasional 
0 439,72 552,82 560,54 702,87 
Belanja Pegawai 
Belanja Barang 
dan Jasa 
Belanja Hibah 
Bantual Sosial 
Bantuan 
Keuangan 
0 
0 
0 
0 
0 
304,26 
104,25 
4,05 
3,44 
23,72 
325,92 
190,53 
5,03 
0,10 
31,24 
363,03 
187,70 
8,60 
1,17 
0 
411,94 
263,86 
25,90 
1,17 
0 
Belanja Modal 0 143,98 136,24 132,30 112,27 
Belanja Tidak 
Terduga 
0 1,18 0,88 0,05 313,54 
Jumlah 0 584,88 689,94 692,87 1.128,68 
Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2015. 
 
 
Industri perbankan yang berfungsi sebagai penghimpun 
dan penyalur dana memegang peranan penting dalam suatu 
perekonomian. Terganggunya proses penghimpunan dan 
penyaluran dana tersebut akan sangat berpengaruh terhadap 
aktivitas perekonomian. Jika dilihat dari sektor perbankan, nilai 
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tabungan yang tercatat rata-rata perbulan pada tahun 2014 
sebesar 134.654 juta rupiah dengan nilai kredit sebesar 242.127 
juta rupiah. 
Pengeluaran masyarakat dapat menjadi indikator 
kesejahteraan masyarakat. Perbandingan antara pengeluaran 
untuk konsumsi makanan dengan konsumsi non makanan yang 
besar menandakan dana masyarakat sebagian besar hanya 
dikeluarkan untuk kebutuhan primer, hal ini menandakan bahwa 
kesejahteraan penduduk belum terlalu baik. Untuk tahun 2014, 
rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan sebesar 300.588 
rupiah dan untuk non makanan sebesar 346.346 rupiah. 
Tabel 4.7.  
Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Menurut 
Kelompok Makanan dan Non Makanan di Kabupaten 
Luwu Utara Tahun 2009 – 2014 
 
Tahun 
Jenis Pengeluaran (Rupiah) 
Makanan Non Makanan Total 
2009 212.895 129.521 342.146 
2010 220.825 151.731 372.556 
2011 214.604 191.693 406.297 
2012 246.869 276.642 523.511 
2013 254.584 271.011 525.595 
2014 300.588 346.346 646.934 
Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2015. 
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 Untuk pola pengeluaran masyarakat pada tahun 2014, 
proporsi pengeluaran masyarakat untuk komoditas makanan 
sebesar 46,46 persen dan untuk non makanan sebesar 53,54 
persen. Pola pengeluaran non makanan masyarakat Kabupaten 
Luwu Utara meningkat setiap tahun yang dapat menindikasikan 
bahwa kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan (Tabel 
4.8). 
 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah 
satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah, yang 
ddefenisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa 
yang dihasilkan dalam satu tahun di wilayah tersebut. Besar 
kecilnya PDRB suatu daerah sangat bergantung pada potensi 
sumber ekonomi yang dimiliki. 
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Tabel 4.6. 
 Pola Pengeluaran Masyarakat Menurut Kelompok 
Barang Makanan dan Non Makanan di Kabupaten 
Luwu Utara Tahun 2009 – 2014 
 
Tahun 
Jenis Pengeluaran (Persen) 
Makanan Non Makanan Total 
2009 62,22 37,78 100 
2010 59,27 40,73 100 
2011 52,82 47,18 100 
2012 47,16 52,84 100 
2013 48,44 51,56 100 
2014 46,46 53,54 100 
Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2015. 
 
 Struktur ekonomi bisa memberikan gambaran masing-
masing sektor dalam pembentukan total PDRB suatu daerah. 
Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula 
pengaruh sektor tersebut dalam perekonomian daerah. Struktur 
ekonomi di Kabupaten Luwu Utara masih didominasi oleh sektor 
pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada tahun 2014, sektor ini 
memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB 
Kabupaten Luwu Utara yaitu sebesar 52,37 persen (Tabel 4.9). 
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Tabel 4.9  
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha  
di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 – 2014 
Lapangan Usaha 
Tahun (Persen) 
2010 2011 2012 2013 2014 
Pertanian, Kehutanan, 
dan Perikanan 
53,81 53,61 51,98 50,98 52,37 
Pertambangan dan 
Penggalian 
0,96 1,08 1,36 1,52 1,75 
Industri Pengolahan 4,38 4,25 4,33 4,28 4,25 
Pengadaan Listrik dan 
Gas 
0,11 0,10 0,11 0,10 0,09 
Pengadaan Air, 
Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Konstruksi 10,28 10,32 10,93 11,37 11,04 
Perdagangan Besar dan 
Eceran; Reparasi Mobil 
dan Sepeda Motor 
9,76 9,22 9,36 9,19 8,40 
Transportasi dan 
Pergudangan 
1,74 1,80 1,83 1,93 1,94 
Penyediaan Akomodasi 
dan Makan Minum 
0,84 0,88 0,96 1,02 1,04 
Informasi dan Komunikasi 2,79 2,94 3,06 3,38 3,09 
Jasa Keuangan dan 
Asuransi 
1,25 1,37 1,56 1,54 1,43 
Real Estat 2,59 2,73 2,95 3,11 3,17 
Jasa Perusahaan 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan, & Jaminan 
Sosial Wajib 
5,69 5,62 5,38 5,27 4,86 
Jasa Pendidikan 4,91 5,20 5,36 5,47 5,71 
Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 
0,84 0,84 0,78 0,80 0,82 
Jasa Lainnya 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Jumlah 100 100 100 100 100 
Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2015. 
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Perekonomian Luwu Utara pada tahun 2014, mengalami 
percepatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. 
Laju pertumbuhan PDRB Luwu Utara tahun 2014 mencapai 8,47 
persen sedangkan tahun 2013 sebesar 7,40 persen. Pertumbuhan 
ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertambangan dan 
penggalian sebesar 17,59 persen. Sedangkan pertumbuhan 
ekonomi terendah dicapai oleh lapangan usaha administrasi 
pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mencatat 
pertumbuhan sebesar 1,87 persen (Tabel 4.10). 
Tabel 4.10 
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha  
di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 – 2014 
Lapangan Usaha 
Tahun (Persen) 
2010 2011 2012 2013 2014 
Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 
4,33 7,39 3,69 4,65 9,30 
Pertambangan dan 
Penggalian 
19,11 18,64 34,50 13,55 17,59 
Industri Pengolahan 5,85 5,04 7,00 4,99 8,23 
Pengadaan Listrik dan Gas 4,40 4,86 21,57 12,07 10,58 
Pengadaan Air, 
Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 
16,60 12,95 8,99 6,92 4,21 
Konstruksi 8,41 7,74 9,48 10,57 4,91 
Perdagangan Besar dan 
Eceran; Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 
3,40 5,40 11,88 9,80 8,28 
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Transportasi dan 
Pergudangan 
6,52 13,86 8,99 10,05 5,91 
Penyediaan Akomodasi 
dan Makan Minum 
11,21 10,98 12,55 13,28 11,13 
Informasi dan Komunikasi 21,80 20,87 15,77 22,47 6,41 
Jasa Keuangan dan 
Asuransi 
-1,34 24,21 17,67 6,92 3,90 
Real Estat 5,10 10,55 12,38 10,58 8,86 
Jasa Perusahaan 20,40 5,95 4,98 6,53 9,20 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan, dan Jaminan 
Sosial Wajib 
4,13 4,65 2,99 7,90 1,87 
Jasa Pendidikan 26,18 9,98 10,53 9,98 15,15 
Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 
13,31 10,56 1,12 10,26 11,22 
Jasa Lainnya 11,79 5,68 3,43 2,87 8,88 
Jumlah 6,27 8,04 6,81 7,40 8,47 
Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2015. 
 
Angka PDRB per kapita merupakan angka lain yang 
diturunkan dari angka PDRB. Indikator ini biasa digunakan untuk 
mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Angka 
per kapita bruto penduduk Kabupaten Luwu Utara pada tahun 
2014 sebesar 25,2 juta rupiah (Tabel 4.11). 
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Tabel 4.11 
PDRB per Kapita Menurut Lapangan Usaha  
di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 – 2014 
Lapangan Usaha 
Tahun (Persen) 
2010 2011 2012 2013 2014 
Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 
7,9 9,1 9,8 10,9 13,2 
Pertambangan dan 
Penggalian 
0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 
Industri Pengolahan 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 
Pengadaan Listrik dan Gas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pengadaan Air, 
Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Konstruksi 1,5 1,7 2,1 2,4 2,8 
Perdagangan Besar dan 
Eceran; Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 
1,4 1,6 1,8 2,0 2,1 
Transportasi dan 
Pergudangan 
0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 
Penyediaan Akomodasi 
dan Makan Minum 
0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 
Informasi dan Komunikasi 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 
Jasa Keuangan dan 
Asuransi 
0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 
Real Estat 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 
Jasa Perusahaan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan, dan Jaminan 
Sosial Wajib 
0,8 1,0 1,0 1,1 1,2 
Jasa Pendidikan 0,7 0,9 1,0 1,2 1,4 
Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 
0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 
Jasa Lainnya 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Jumlah 14,8 16,9 18,9 21,3 25,2 
 Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2015 
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4.3.3.  Ketenagakerjaan 
Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda 
pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus 
mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses 
demografi. Jumlah penduduk yang bekerja juga bisa 
menggambarkan tentang kesejahteraan, pemerataan penghasilan, 
dan pembangunan suatu daerah. Kegiatan penduduk usia 15 
tahun ke atas dapat dibedakan menjadi Angkatan Kerja dan Bukan 
Angkatan Kerja. 
Menurut Survei Tenaga Kerja Nasional tahun 2014, jumlah 
angkatan kerja di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2014 
sebesar 135.436 orang. Jumlah yang bekerja sebanyak 132.977 
orang dan yang tidak bekerja (pengangguran) sebanyak 1.648 
orang (Tabel 4.13). 
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Tabel 4.13 
Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis 
Kegiatan Utama di Kabupaten Luwu Utara  
Tahun 2010 – 2014 
Jenis Kegiatan Utama 
Tahun (Orang) 
2012 2013 2014 
Angkatan Kerja 128.024 124.018 135.436 
1. Bekerja 
2. Tidak Bekerja 
(Pengangguran) 
121.584 
6.440 
118.019 
5.999 
132.977 
1.648 
Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, 
Mengurus Rumah Tangga, dan 
Lainnya) 
67.034 75.855 67.682 
Jumlah 195.058 199.873 203.118 
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 
(TPAK) 
65,63 62,05 66,68 
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) 94,97 95,16 98,18 
Tingkat Pengangguran Terbuka 
(TPT) 
5,03 4,83 1,82 
 Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2015. 
 
Dari 132.77 orang penduduk yang bekerja, sekitar 59,46 
persen bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan 
perikanan. Sektor lain yang cukup besar peranannya dalam 
ketenagakerjaan diantaranya sektor perdagangan besar, eceran, 
rumah makan, dan hotel sebesar 16,46 persen dan jasa 
kemasyarakatan sebesar 11,92 persen (Tabel 4.14). 
 
 
 
  
69 
 
Tabel 4.14 
Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja 
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Utara 
Tahun 2010 – 2014 
Lapangan Usaha Jumlah (Orang) 
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan 
Perikanan 
79.066 
Industri Pengolahan 6.463 
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah 
Makan, Hotel 
21.893 
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan 
Perorangan 
15.845 
Lainnya 9.710 
Jumlah 132.977 
Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2015. 
 
4.4.     Kondisi infrastruktur 
4.4.1.  Fasilitas Pendidikan 
Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan suatu 
negara adalah tersedianya cukup sumber daya manusia (SDM) 
yang berkualitas. Merujuk pada amanat UUD 1945 beserta 
amandemennya (pasal 31 ayat 2), maka melalui jalur pendidikan 
pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM 
penduduk Indonesia. Program wajib belajar 6 tahun dan 9 tahun, 
dan berbagai program pendukung lainnya adalah bagian dari 
upaya pemerintah mempercepat peningkatan kualitas SDM, yang 
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pada akhirnya akan menciptakan SDM yang tangguh dan siap 
bersaing di era globalisasi. Peningkatan SDM sekarang ini lebih 
difokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada 
penduduk untuk mengecap pendidikan, terutama penduduk 
kelompok usia sekolah (umur 7 – 24 tahun). 
 
Tabel 4.15 
Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah Dasar 
Sederajat Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 
 
Kecamatan 
Jumlah 
Sekolah (Unit) 
Jumlah Murid 
(Orang) 
Jumlah Guru 
(Orang) 
Sabbang 28 5.001 429 
Baebunta 37 6.300 454 
Malangke 27 3.703 266 
Malangke Barat 24 3.239 300 
Sukamaju 30 4.976 315 
Bone-Bone 19 3.334 285 
Tanalili 20 3.272 202 
Masamba 26 4.528 415 
Mappedeceng 17 2.660 185 
Rampi 6 474 58 
Limbong 10 728 99 
Seko 27 2.183 170 
Luwu Utara 271 40.398 3.178 
Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2015. 
 
Ketersediaan fasilitas pendidikan, baik sarana maupun 
prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu 
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pendidikan. Kabupaten Luwu Utara mencoba menciptakan suatu 
masyarakat yang berpendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dengan 
terjadinya peningkatan kuantitas guru dan jumlah sarana sekolah 
tingkat dasar maupun tingkat menengah. 
Pendidikan pada tahap awal ada yang dimulai dari tingkat 
Taman Kanak-Kanak (TK). Diharapkan dengan mengikuti tahapan 
ini, anak-anak akan lebih siap menerima pelajaran di tingkat 
Sekolah Dasar (SD). Sekolah dasar terdiri atas sekolah negeri dan 
swasta yang seluruhnya berjumlah 271 sekolah (245 SD dan 26 
MI) dengan menampung murid sebanyak 40.398 orang. 
 
Tabel 4.16 
Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru Madrasah Ibtidaiyah 
di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 – 2014 
Tahun 
Jumlah Sekolah 
(Unit) 
Jumlah Murid 
(Orang) 
Jumlah Guru 
(Orang) 
2011 25 3.273 269 
2012 26 3.226 286 
2013 26 3.146 330 
2014 26 3.137 302 
Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2015. 
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 Sekolah Menengah Pertama (SMP) seluruhnya sebanyak 
108 sekolah (71 SMP dan 37 MTs), dengan jumlah murid 
sebanyak 19.519 orang serta jumlah guru sebanyak 1.613 orang  
 
Tabel 4.17 
Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah  
Menengah Pertama Sederajat Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 
Kecamatan 
Jumlah 
Sekolah (Unit) 
Jumlah Murid 
(Orang) 
Jumlah Guru 
(Orang) 
Sabbang 14 2.332 191 
Baebunta 14 2.646 234 
Malangke 16 1.954 196 
Malangke Barat 10 1.431 133 
Sukamaju 7 2.334 169 
Bone-Bone 8 2.311 187 
Tanalili 4 874 31 
Masamba 12 2.906 245 
Mappedeceng 7 1.157 108 
Rampi 3 255 27 
Limbong 4 362 36 
Seko 9 957 56 
Luwu Utara 108 19.519 1.613 
Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2015. 
 
Keberadaan SD dan SMP negeri telah menyebar pada 
setiap kecamatan di Kabupaten Luwu Utara. Demikian halnya 
dengan SMA/MA dan SMK di Kabupaten Luwu Utara berjumlah 47 
sekolah yang menampung murid sebanyak 14.690 orang.  
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Tabel 4.18 
Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru Madrasah 
Tsanawiyah di Kabupaten Luwu Utara 
Tahun 2011 – 2014 
 
Tahun 
Jumlah Sekolah 
(Unit) 
Jumlah Murid 
(Orang) 
Jumlah Guru 
(Orang) 
2011 35 3.132 529 
2012 35 3.418 547 
2013 36 3.338 318 
2014 36 3.582 337 
Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2015. 
 
Tabel 4.19 
Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah Menengah Atas 
Sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan Menurut 
Kecamatan di Kab. Luwu Utara Tahun 2014 
Kecamatan 
Jumlah 
Sekolah (Unit) 
Jumlah Murid 
(Orang) 
Jumlah Guru 
(Orang) 
Sabbang 6 1.138 110 
Baebunta 7 1.963 167 
Malangke 7 1.309 110 
Malangke Barat 3 825 54 
Sukamaju 5 1.745 126 
Bone-Bone 3 2.503 133 
Tanalili 3 339 25 
Masamba 8 3.589 195 
Mappedeceng 2 588 125 
Rampi 1 144 19 
Limbong 1 184 11 
Seko 1 363 16 
Luwu Utara 47 14.690 1.091 
Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2015. 
  
74 
 
Tabel 4.20 
Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru Madrasah Aliyah 
di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 – 2014 
Tahun 
Jumlah 
Sekolah (Unit) 
Jumlah Murid 
(Orang) 
Jumlah Guru 
(Orang) 
2011 13 972 164 
2012 16 1.189 280 
2013 17 1.027 259 
2014 17 1.344 356 
Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2015. 
 
4.4.2.  Fasilitas Kesehatan 
Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus dan 
tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan 
berhasil dengan baik maka secara langsung atau  langsung tidak 
langsung akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Mempertimbangkan bahwa pembangunan bidang 
kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dari ajang 
peningkatan SDM, maka program-program kesehatan telah 
dimulai atau bahkan lebih diprioritaskan pada calon generasi 
penerus, khusus calon bayi dan anak usia dibawah lima tahun 
(balita). Pentingnya pembangunan bidang kesehatan ini paling 
tidak tercermin dari deklarasi Millenium Development Goals 
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(MGDs) yang mana lebih dari sepertiga indikatornya menyangkut 
bidang kesehatan.  
Fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat untuk 
memeriksakan kesehatan atau mengobati penyakitnya. Sarana 
kesehatan yang dapat dijangkau adalah Puskesmas. Sarana ini 
ada di setiap kecamatan. Selain itu, upaya pemerintah daerah 
dalam menyediakan fasilitas kesehatan terutama puskesmas 
pembantu terus mengalami peningkatan. 
 
Tabel 4.21  
Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Luwu Utara 
No Fasilitas 
Tahun 
2011 2012 2013 2014 
1 Rumah Sakit 2 1 2 2 
2 Rumah bersalin 0 0 0 0 
3 Puskesmas  83 86 75 62 
4 Posyandu 340 350 355 358 
5 
Klinik / Balai 
kesehatan 
0 0 0 0 
 
Polindes / 
puskesdes 
89 98 98 102 
Sumber : Kabupaten Luwu Utara Dalam Angka 2015 
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Tabel 4.22 
Banyaknya Tenaga Kesehatan Kabupaten Luwu Utara 
Tahun 2014 
No Tenaga Medis Jumlah 
1 Dokter 34 
2 Perawat  168 
3 Bidan  143 
4 Farmasi  11 
5 Ahli Gizi 20 
Sumber : Kabupaten Luwu Utara Dalam Angka 2015 
 
4.4.3.  Fasilitas Air Bersih 
Ketersediaan air bersih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. 
Pada tahun 2014, jumlah pelanggan PDAM Kabupaten Luwu Utara 
sebanyak 2.413 pelanggan. Hal ini berarti terjadi peningkatan 
sebanyak 438 pelanggan atau sebesar 22,17 persen jika 
dibandingkan dengan tahun 2013. 
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Tabel 4.23.  
Banyaknya Pelanggan PDAM Menurut Jenis Konsumen  
di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 – 2014 
Jenis Konsumen 
Tahun (Pelanggan) 
2010 2011 2012 2013 2014 
Sosial 82 82 91 105 120 
Umum 62 61 58 60 57 
Khusus 20 21 33 45 63 
Non Niaga 1.028 1.073 1.275 1.666 2.081 
Rumah Tangga 1.007 1.051 1.240 1.642 2.051 
Instansi Pemerintah 21 22 35 24 30 
Niaga 158 167 187 204 212 
Kecil 148 155 177 193 302 
Besar 10 12 10 11 10 
Industri - - - - - 
Kecil - - - - - 
Besar - - - - - 
Khusus - - - - - 
Pelabuhan - - - - - 
Lainnya - - - - - 
Luwu Utara 1.268 1.322 1.553 1.975 2.413 
Sumber : Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2015. 
 
4.4.4. Fasilitas Pribadatan 
Bila dilihat dari jumlah pemeluknya, agama Islam adalah 
agama yang banyak dianut di Luwu Utara. Sarana ibadah di 
Kabupaten Luwu Utara berupa mesjid sebanyak 526, 
mushalah/langgar sebanyak 186, gereja sebanyak 272, dan pura 
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sebanyak 71. Tempat ibadah ini merupakan sarana bagi umatnya 
untuk melaksanakan ibadah serta meningkatkan keimanannya.  
 
Tabel 4.24  
Banyaknya Tempat Peribadatan Kabupaten Luwu Utara 
No Fasilitas Jumlah 
1 Masjid 526 
2 Musholla 186 
3 Gereja Protestan 237 
4 Gereja Katolik 35 
5 Pura 71 
6 Vihara 0 
Sumber : Kabupaten Luwu Utara Dalam Angka 2015 
 
4.4.6. Fasilitas Trasportasi dan Perhubungan 
Fasilitas trasportasi sangatlah menujang kemajuan 
perekonomian suatu wilayah salah satunya di Kabupaten Luwu 
Utara. Kabupaten Luwu Utara mempunyai fasilitas Trasportasi 
Terminal  dan mempuyai 3 (Tiga) unit bandara yaitu Bandara Andi 
Djemma, Bandara Rampi, dan Bandara Seko. 
  
79 
 
4.4.7. Fasilitas Pos Dan Telekomunikasi 
Kelancaran informasi diharapkan mampu memperlancar 
kegiatan perekonomian antar daerah. Jumlah fasilitas pelayanan 
pos yang ada di Kabupaten Luwu Utara hingga tahun 2012 
terdapat sebanyak 4 kantor pos cabang dan 3 buah kantor pos 
pembantu/desa. Banyak surat pos yang dikirim baik ke luar negeri 
maupun ke dalam negeri sebanyak 9.750 surat.  Wesel pos yang 
dikirim melalui kantor pos bernilai 40.500 juta rupiah. Sedangkan 
banyaknya wesel yang diterima sebanyak bernilai 45.100 juta 
rupiah.  
Pembangunan sarana telekomunikasi mencakup jangkauan 
pelayanan dan peningkatan jasa telekomunikasi dan informasi. 
Sampai tahun 2012, banyaknya saluran induk yang terpasang 
sekitar 1.914 saluran biasa dan 4 line visat. 
 
4.4.8. Fasilitas Hotel Dan Penginapan 
Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan 
pariwisata untuk menggalakkan kegiatan ekonomi, sehingga 
lapangan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat melalui 
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upaya pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan di Luwu 
Utara. Jika dilihat dari jumlah tempat pariwisata dan jumlah 
fasilitas perhotelan yang tersedia, Kabupaten Luwu Utara cukup 
potensial untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata. 
Sehingga dapat menambah jumlah pendapatan asli daerah. Pada 
tahun 2014 terdapat sebanyak 47 obyek wisata terkenal yang 
tersebar di berbagai kecamatan dan terdapat sebanyak 12 buah 
fasilitas penginapan. 
 
4.5. Indeks Pembangunan Manusia  
Pembangunan manusia pada hakekatnya merupakan suatu 
proses investasi. Perubahan paradigma pada akhir tahun 90-an 
menempatkan pembangunan terpusat pada aspek manusia.  
Model pembangunan manusia telah menempatkan manusia 
sebagai titik sentral pembangunan yang berarti bahwa 
pembangunan yang dilaksanakan adalah dari rakyat (of people), 
untuk rakyat (for people), dan oleh rakyat (by people). 
Pembangunan dari rakyat mengandung makna pemberdayaan 
yaitu peningkatan kapabilitas melalui pendidikan, pelatihan, 
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pemeliharaan kesehatan yang lebih baik, perumahan layak huni 
dan perbaikan gizi. Pembangunan untuk rakyat berarti hasil 
pembangunan benar-benar diterima semua rakyat secara adil, 
hasil pertumbuhan ekonomi harus terlihat pada kehidupan rakyat 
sehari-hari, tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat. Proses 
ini biasanya tidak secara otomatis tampak, akan tetapi 
memerlukan waktu serta manajemen kebijakan yang hati-hati. 
Pembangunan oleh rakyat berarti rakyat harus benar-benar ikut 
mengambil bagian dan berperan aktif dalam pembangunan, bukan 
sebagai penonton dan penerima hasil pembangunan. Dengan 
berperan aktif berarti ikut serta berkontribusi dalam pengambilan 
keputusan yang pada akhirnya akan mempengaruhi 
kehidupannya. Dua hal yang ditekankan pada konsep 
pembangunan manusia yaitu; (1) peningkatan kapabilitas atau 
pemberdayaan dan (2) penciptaan peluang. Antara kapabilitas dan 
peluang harus imbang. Bila kapabilitas berhasil ditingkatkan 
melalui pembangunan SDM, namun tidak ada peluang atau 
sebaliknya bila peluang telah tercipta tapi tidak ditopang oleh 
kemampuan SDM maka akan menimbulkan pengaruh yang tidak 
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baik. IPM dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya 
yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia khususnya 
upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya 
manusia (SDM) dan partisipasi dalam pembangunan. Namun 
indeks ini hanya akan memberikan gambaran perbandingan antar 
waktu dan perbandingan antar wilayah 
Sebelum pembahasan mengenai  perbandingan IPM  antar 
waktu, perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai keadaan dari 
masing-masing indikator (komponen) pembentuk IPM. Komponen-
komponen tersebut adalah indeks kesehatan, indeks pendidikan 
dan indeks paritas daya beli. 
 
4.5.1.   Perbandingan IPM Luwu Utara dengan IPM 
Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan 
metode baru ini berimplikasi pada penghitungan dan rangking IPM 
Kabupaten Luwu Utara.dengan metode baru, pada tahun 2012, 
IPM Kabupaten Luwu Utara sebesar 65,99, dan pada tahun 2012 
sebesar 66,40 .  Sementara pada tahun 2014 ini IPM Luwu Utara 
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mengalami peningkatan menjadi 66,90.   Pada wilayah regional 
Sulawesi Selatan, tepatnya pada periode 20122014, peringkat IPM 
Luwu Utara pada tahun 2012 dan 2013 berada di posisi 9 dari 24 
kabupaten se-Sulsel. Namun pada tahun 2014 ini, posisi 
Kabupaten Luwu Utara menjadi rangking ke 10, berada dibawah 
Kota Makassar, Parepare,Palopo, Luwu Timur, Enrekang, Pinrang, 
Sidrap, Barru, dan Luwu. 
 
4.5.2. Komponen komponen Indeks Pembangunan 
Manusia  
Model pembangunan adalah suatu model pembangunan 
yang memiliki konsep yang lebih luas mengenai pilihan-pilihan 
manusia yang sangat tidak terbatas jumlahnya dan  bahkan 
cenderung berubah setiap waktu. Namun sejumlah pilihan ini, ada 
3 pilihan yang sangat esensial untuk dipenuhi yaitu; (1) pilihan 
untuk hidup sehat dan berumur panjang, (2) pilihan untuk 
memiliki ilmu pengetahuan, dan (3) pilihan untuk mempunyai 
akses ke berbagai sumber yang diperlukan agar dapat memenuhi 
standar kehidupan yang layak. Apabila ketiga pilihan mendasar ini 
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dapat terpenuhi  maka seseorang akan mudah meningkatkan 
kemampuannya dalam aktifitas seharihari serta memiliki 
kemampuan pula untuk meraih pilihan-pilihan lain yang juga tidak 
kalah pentingnya seperti pilihan untuk berpartisipasi dalam bidang 
politik, kebebasan mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Ketiga 
pilihan yang esensial tersebut di atas dapat tercermin dari 
komponen-komponen indeks pembangunan manusia sebagai 
berikut 
Tabel 4.25. 
 Komponen Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012-2014 
No Indikator 2012 2013 2014 
1 Angka harapan hidup  66.95 66.98 67.00 
2 Angka harapan lama sekolah 11.84 11.91 12.09 
3 Rata rata lama sekolah  6.81 7.02 7.19 
4 Paritas daya beli  10.471 10.541 10.605 
5 Indeks harapan hidup 72.23 72.28 72.30 
6 Indek harapan lama sekolah 65.79 66.16 67.19 
7 Indek rata rata lama sekolah 45.41 46.77 47.94 
8 Indeks pendidikan 55.60 56.46 57.57 
9 Indeks pritas daya beli 71.54 71.75 71.93 
Sumber : Kabupaten Luwu Utara Dalam Angka, 2015 
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4.5.3. Indeks Kesehatan 
Indeks Kesehatan diwakili dengan Angka Harapan Hidup 
(eo) yang diharapkan dapat mencerminkan perkembangan 
pembangunan manusia di bidang kesehatan. Pada tahun 2012 
indeks harapan hidup Luwu Utara sebesar 66,95 persen. Pada 
tahun 2013 dan 2014, indeks ini mengalami peningkatan menjadi 
66,98 dan 67,00. Dengan meningkatnya indeks kesehatan di tiap 
tahun nya, hal ini dapat diartikan bahwa kondisi kesehatan 
masyarakat Luwu Utara relatif semakin membaik dalam kurun 
waktu 2012-2014. 
 
4.5.4. Indeks Pendidikan 
Indeks pendidikan merupakan gabungan dari dua indikator 
pendidikan yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama 
sekolah. Indeks pendidikan di Kabupaten Luwu Utara selama 
periode 2012-2014 mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Pada 
tahun 2012 sebesar 55,60 persen, dan pada tahun 2013 
mengalami kenaikan sebesar 0,86 persen menjadi 56,46 persen. 
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Sedangkan pada tahun 2014 ini, indeks pendidikan naik menjadi 
57,57 persen. 
 
4.5.5. Indeks Pritas Daya Beli 
Komponen PPP (Purchasing Power Parity) atau dikenal 
sebagai komponen kemampuan daya beli atau standar hidup 
layak, yang dihitung dari nilai konsumsi riil perkapita. Daya beli 
penduduk Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2012 sebesar 
10.471  ribu rupiah. Dan mengalami kenaikan pada tahun 2013 
dan 2014 menjadi 10.541 ribu rupiah dan 10.605 ribu rupiah. 
Sementara itu, rata-rata daya beli penduduk Sulawesi Selatan 
pada tahun 2012 sebesar 9.560 ribu rupiah dan merangkak naik 
pada tahun 2013 dan 2014 masingmasing menjadi 9.632 ribu 
rupiah dan 9.723 ribu rupiah. Dengan capaian tersebut membuat 
Indeks PPP di Kabupaten Luwu Utara juga ikut naik, pada tahun 
2012 sebesar 71,54 persen, berkembang menjadi 71,75 persen 
tahun 2013 dan menjadi 71,93 persen tahun 2014. Meningkatnya 
indeks PPP setiap tahunnya diharapkan menjadi cerminan dari 
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akan semakin membaiknya perekonomian di Kabupaten Luwu 
Utara. 
 
4.5.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten 
Luwu Utara (Perbandingan antara Wilayah di Provinsi 
Sulawesi Selatan) 
 
Perbandingan antar indikator (komponen IPM seperti yang 
diuraikan pada sub bab sebelumnya) masih merupakan tinjauan 
parsial, artinya tingkat keberhasilan pembangunan baru diukur 
dari satu komponen saja. Akan tetapi dengan adanya indikator 
tunggal IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dapat menjadi 
jawaban untuk menilai  tingkat keberhasilan kinerja pembangunan 
manusia secara keseluruhan.  Indikator ini juga secara mudah 
dapat memberikan posisi kinerja pembangunan (out put 
pembangunan) yang dicapai oleh suatu daerah. Makin tinggi nilai 
IPM suatu daerah, maka makin tinggi pula tingkat keberhasilan 
kinerja pembangunan yang dicapai wilayah tersebut. Indeks 
Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2012 
sebesar 65,99 persen menjadi 66,40 persen pada tahun 2013 dan 
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meningkat menjadi 66,90 persen pada tahun 2014. Peningkatan 
indeks ini merupakan rangkaian dari terjadinya perbaikan nilai 
sebagaian besar komponen pembentuk IPM.  Posisi IPM 
Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2012 dan tahun 2013 berada 
di peringkat ke 9, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan 
sehingga berada di posisi ke 10.  Dalam Regional wilayah Luwu, 
bila dibandingkan dengan wilayah seLuwu (Kab. Luwu, Luwu 
Utara, Luwu Timur dan Palopo), IPM Luwu Utara pada tahun 2012 
dan 2013 berada di posisi ketiga, namun pada tahun 2014 ini 
berada di posisi ke 4. Pada tahun 2012 IPM Luwu Utara sebesar 
65,99 persen, tahun 2013 meningkat menjadi 66,40 persen dan 
pada tahun 2014 ini meningkat lagi menjadi 66,90 persen.  
Berdasarkan kriteria UNDP seperti yang dijelaskan 
sebelumnya, ternyata semua kabupaten/kota yang ada di 
Sulawesi Selatan tergolong tingkat pembangunan manusia 
menengah (IPMnya pada kisaran 60 sampai 70). Kecuali untuk 
Kota Makassar, Pare-pare dan kota Palopo termasuk klasifikasi 
tingkat pembangunan manusianya tinggi.   
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4.6. Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan di 
Kab.Luwu Utara 
 
Partisipasi perempuan merupakan hal yang sangat penting 
untuk mencapai tujuan pembangunan. Upaya pengembangan 
usaha mikro yang dilakukan oleh perempuan ini menjadi penting, 
karena perempuan berhadapan dengan kendala-kendala tertentu 
yang dikenal dengan istilah “tripple burden of women”, yaitu 
ketika mereka ‘diminta’ menjalankan fungsi reproduksi, produksi, 
sekaligus fungsi sosial di masyarakat pada saat yang bersamaan. 
Hal tersebut menyebabkan kesempatan perempuan untuk 
memanfaatkan peluang ekonomi yang ada menjadi sangat 
terbatas. Sebagian besar perempuan masih berkiprah di sektor 
informal atau pekerjaan yang tidak memerlukan kualitas 
pengetahuan dan ketrampilan spesifik. Pekerjaan-pekerjaan ini 
biasanya kurang memberikan jaminan perlindungan secara hukum 
dan jaminan kesejahteraan yang memadai, disamping kondisi 
kerja yang memprihatinkan serta pendapatan yang rendah.  
Mengingat porsi perempuan dalam usaha mikro cukup 
menonjol, maka peningkatan ekonomi perempuan dilakukan 
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antara lain melalui upaya berupa program, atau kegiatan 
penguatan usaha mikro. Upaya ini telah banyak dilakukan, baik 
oleh lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, lembaga 
swasta, lembaga perbankan, lembaga donor, maupun lembaga 
atau individu lain.  Untuk mendukung strategi tersebut, 
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah mengembangkan 
sejumlah program prioritas yang fokus pada penguatan 
kelembagaan pemberdayaan perempuan. 
Ke depan, untuk mengatasi berbagai masalah dan 
mendorong penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan 
ke tingkat yang optimal diperlukan kerjasama, kordinasi, dan 
sinergitas antar pelaku. Ini diperlukan mengingat mata rantai 
pengelolaan pemberdayaan perempuan melibatkan multi-
stakholders, mulai dari pihak masyarakat, SKPD terkait, dunia 
perbankan, koperasi, asosiasi kelompok perempuan, lembaga 
penelitian, dan sebagainya. Untuk konteks ini, peranan 
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sangat penting untuk 
menginisiasi kerjasama serta memastikan berlangsungnya 
kolaborasi multi-stakeholders yang produktif. 
  
91 
 
Kebijakan program pemberdayaan perempuan di 
Kabupaten Luwu Utara akan disinergikan dan relevan dengan 
program pembangunan masing-masing SKPD, Badan, dan Kantor 
yaitu sebagai berikut: 
1. Program Pendidikan Non Formal 
2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 
3. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 
4. Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 
5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 
6. Program Pengawasan Obat dan Makanan 
7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 
8. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 
9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 
10. Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat 
11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 
12. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan 
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 
13. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
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14. Program Kebijakan dan Manajemen dan Pembangunan 
Kesehatan 
15. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 
16. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 
17. Program Lingkungan Sehat Perumahan 
18. Program Perumahan dan Permukiman 
19. Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender 
dalam Pembangunan 
20. Program Keluarga Berencana 
21. Program Pembinaan Peranserta Masyarakat dalam Pelayanan 
KB/KR yang Mandiri 
22. Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak 
23. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender 
dan Anak 
24. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan 
dan Anak 
25. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 
Ketenagakerjaan  
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26. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat 
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) lainnya 
27. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 
28. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks. Trauma  
29. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 
30. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 
31. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 
32. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial 
33. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 
34. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas 
Ketenagakerjaan 
35. Program Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Masyarakat 
36. Program Produksi Training 
37. Program Kios Tree In One (3 In 1) 
38. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 
39. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif 
UMKM 
40. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 
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41. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 
42. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 
43. Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 
44. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 
45. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 
46. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 
47. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Pencegahan Tindak 
Kriminal 
48. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban 
dan Keamanan 
49. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 
50. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 
51. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan 
Pemanfaatan Tanah 
52. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 
(Pertanian/Perkebunan) (Kemiskinan) 
53. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 
54. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 
55. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 
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56. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 
57. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam 
Membangun Desa 
58. Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat 
59. Program Pengembangan dan Keserarasian Kebijakan Pemuda 
60. Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan 
61. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausaan & 
Kecakapan Hidup Pemuda 
62. Program Pengembangan Nilai Budaya 
63. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 
64. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 
65. Program Aktualisasi dan Keragaman Budaya 
66. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 
67. Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata 
68. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata 
69. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 
70. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian 
71. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 
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72. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat 
Guna 
73. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 
74. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan 
Pengendalian Sumberdaya Laut 
75. Peningkatan Kesadaran dan Penegakkan Hukum dalam 
Pendayagunaan Sumberdaya Laut 
76. Pengembangan Budidaya Perikanan 
77. Program Optimalisasi Pengelolaan & Pemasaran Produk 
Perikanan 
78. Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim 
kepada Masyarakat 
79. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air 
Tawar. 
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BAB V 
STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN 
PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DI KABUPATEN LUWU UTARA 
 
 
 
Berdasarkan serangkaian analisis yang dilakukan pada bab 
sebelumnya, maka selanjutnya dilakukan analisis kekuatan, 
kelemahan, peluang, dan ancaman (analisis SWOT) untuk 
menetapkan strategis, dan program penguatan kelembagaan 
pemberdayaan perempuan. 
 
5.1. Analisis SWOT  
Analisis SWOT dilakukan untuk mengetahui potret 
gambaran kegiatan yang dilakukan untuk menyusun strategi 
jangka pendek maupun jangka panjang sehingga arah dan tujuan 
program pemberdayaan perempuan menjadi jelas dalam 
menghadapi dunia persaingan. Dalam Analisis SWOT tergambar 
kekuatan dan kelemahan dari faktor internal Kabupaten Luwu 
Utara serta peluang dan ancaman dari faktor eksternal. Analisis ini 
digunakan supaya dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang 
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serta meminimalisasi kelemahan dan ancaman. Untuk itu 
diperlukan identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh (kritikal 
faktor) bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dari sejumlah 
potensi yang dimilikinya meliputi potensi sumber daya alam, 
sumber daya manusia, kelembagaan, pembiayaan, infrastruktur, 
dan biofisik wilayah. 
 
5.1.1. Analisis Kekuatan (Strenght) 
1. Masih adanya kemauan kaum perempuan untuk bertahan 
hidup dan memperbaiki kondisi sosial dan ekonominya. 
2. Adanya tokoh-tokoh lokal (termasuk Ibu Bupati Luwu 
Utara) yang berpendidikan untuk menggerakkan dan 
memberdayakan perempuan. 
3. Adanya sebagian perempuan yang mempunyai 
keterampilan kerja di luar sektor pertanian. 
4. Interaksi sosial masyarakat sekitar perempuan 
mencerminkan kehidupan yang agamis. 
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5.1.2. Analisis Kelemahan (Weakness) 
1. Penguasaan IPTEK dan keterampilan kerja masih relatif 
rendah disbandng kaum laki-laki. 
2. Respon dan ketergantungan kaum perempuan terhadap 
lembaga keuangan informal (tengkulak/rentenir) cukup 
tinggi. 
3. Tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan di bidang 
lain sangat rendah. 
4. Budaya dan karakteristik perempuan yang enggan bekerja 
diluar desanya. 
5. Rendahnya kepemilikan tanah dan sumberdaya lainnya. 
6. Alternatif mata pencaharian bagi perempuan terbatas.  
 
5.1.3. Analisis Peluang (Oppurtunity) 
1. Adanya penerapan kebijakan pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak yang berdampak pada KKG 
(Keadilan dan Kesetaraan Gender) melalui strategi 
pengarusutamaan Gender dan anak. 
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2. Adanya kelembagaan pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak yang dapat mendorong terwujudnya 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara 
optimal. 
3. Adanya peran serta masyarakat di bidang pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak. 
4. Adanya konsentrasi persamaan hak (laki-laki dan 
perempuan) melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 
pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan yang 
memasukkan dimensi gender. 
5. Dukungan pemerintah untuk pemberdayaan perempuan 
cukup tinggi. 
6. Tersedianya fasilitas-fasilitas fisik seperti pasar, pendidikan, 
PLN, dan jalan dan sebagainya untuk menunjang aktivitas 
ekonomi perempuan. 
7. Tersedianya aktivitas-aktivitas usaha yang menampung 
tenaga kerja perempuan. 
8. Adanya kemajuan teknologi di bidang usaha perempuan 
seperti bisnis online. 
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9. Semakin banyaknya alternatif model sumber pendanaan 
dan bantuan untuk menunjang usaha perempuan. 
10. Kemungkinan penghimpunan dana dari masyarakat lokal 
berupa arisan, koperasi yang bisa menunjang usaha 
perempuan. 
11. Tersedianya bahan baku untuk kegiatan industri rumah 
tangga bagi perempuan. 
12. Peran sumber daya alam dari lingkungan sekitar sangat 
besar dan berperan dalam menunjang pemberdayaan.      
 
 
5.1.4. Analisis Tantangan (Threat) 
1. Jumlah penduduk perempuan setiap tahunnya mengalami 
peningkatan, hal ini identik dengan persoalan yang 
melingkupi. 
2. Budaya patriaki yang masih melekat di masyarakat serta 
adanya pemahaman terhadap ajaran suatu agama yang 
tidak menyeluruh (parsial). 
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3. Ketidakadilan gender yang masih terjadi di lingkungan 
masyarakat seringkali tidak dianggap sebagai suatu 
masalah karena kurang adanya kesadaran dan sensitifitas. 
4. Akses terhadap permodalan sangat rendah, karena kurang 
pengalaman dan informasi. 
5. Kenaikan harga BBM. 
6. Kuatnya persaingan teknologi. 
7. Terjadinya konflik dan kekerasan dalam rumah tangga bagi 
perempuan. 
8. Koperasi khususnya simpan pinjam kurang menjangkau 
seluruh lapisan masyarakat. 
9. Belum adanya alternatif permodalan bagi usaha 
perempuan, akses peminjaman hanya pada tengkulak dan 
bank konvensional.  
 
5.2. Permasalahan-permasalahan yang terjadi Berkaitan 
dengan Program Pemberdayaan Perempuan di 
Kabupaten Luwu Utara 
 
1. Masih banyaknya kelompok perempuan yang marginal dan 
belum berdaya dari sisi ekonomi dan pendidikan. 
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2. Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam proses 
politik dan jabatan publik. 
3. Belum terpenuhinya pemenuhan hak-hak perempuan sesuai 
kebutuhannya baik dibidang hak sipil dan kebebasan, 
lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan 
dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan 
waktu luang dan perlindungan khusus. 
4. Masih banyaknya tindak kekerasan (eksploitasi dan 
diskriminasi) terhadap perempuan. 
5. Pengarusutamaan gender belum dapat terimplementasi 
secara optimal karena belum adanya pemahaman yang 
sama tentang gender. 
6. Bahwa program pemberdayaan perempuan belum 
memberikan dampak secara menyeluruh terhadap 
pengentasan kemiskinan. 
7. Lemahnya struktur kelembagaan pemberdayaan 
perempuan. 
8. Lemahnya kultur kelembagaan pemberdayaan perempuan. 
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9. Lemahnya ekonomi kelembagaan pemberdayaan 
perempuan 
 
5.3. Strategi Penguatan Kelembagaan Program 
Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Luwu 
Utara 
 
Analisis yang dilakukan terhadap kekuatan, kelemahan, 
peluang, dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Luwu Utara 
selanjutnya dituangkan ke dalam matriks EFAS (External Factor 
Analysis) dan IFAS (Internal Factor Analysis).  Selanjutnya, 
dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi Kabupaten 
Luwu Utara dalam penguatan kelembagaan program 
pemberdayaan perempuan maka diformulasikan beberapa inisiatif 
strategi dari empat sudut pandang.  Pengembangan strategi SO 
dilakukan dengan menghubungkan kekuatan dan yang dimiliki 
dengan peluang yang terdapat pada pemberdayaan perempuan.  
Sedangkan penggunaan kekuatan untuk menghadapi ancaman 
akan menghasilkan strategi ST.  Kelemahan yang dimiliki perlu 
diminimalkan dengan memanfaatkan peluang yang ada melalui 
strategi WO.  Kombinasi kelemahan dan ancaman yang dimiliki 
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perlu diantisipasi dengan strategi WT.  Selanjutnya akan 
dijabarkan masing-masing strategi tersebut. 
   
5.3.1. Strategi Strenght – Oppurtunity (SO) 
 Beberapa inisiatif strategi yang dapat ditempuh dengan 
menghubungkan kekuatan internal yang dimiliki untuk 
memanfaatkan peluang adalah sebagai berikut: 
1. Menganekaragamkan mata pencaharian perempuan untuk 
mengatasi kebutuhan masa paceklik. 
2. Membuka peluang bagi pemasaran produk pengolahan dan 
produksi sampingan rumah tangga perempuan. 
3. Melibatkan tokoh-tokoh lokal dalam kegiatan 
pemberdayaan perempuan. 
4. Pembentukan dan pengelolaan kelompok-kelompok usaha 
perempuan untuk meningkatkan produktivitas perempuan. 
5. Penggalangan kelembagaan untuk memfasilitasi 
peningkatan motivasi dan keterampilan perempuan. 
6. Pembentukan integrasi vertikal antara pelaku usaha dengan 
kelompok usaha perempuan dan industri. 
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7. Penyediaan berbagai lembaga pemasaran bagi produk 
usaha perempuan. 
8. Pembentukan kelompok perempuan dimasing-masing desa 
untuk mencari kader perempuan yang ada di desa. 
9. Pembentukan kader perempuan di desa dimaksudkan 
minimal untuk keterlibatan perempuan dalam musrenbang 
desa untuk menyalurkan aspirasi kaum perempuan. 
10. Perlunya pelatihan dasar kepemimpinan perempuan 
disetiap angkatan yang ada di desa guna melahirkan 
pemimpin perempuan. 
 
5.3.2. Strategi Strenght – Threat  (ST) 
 Pemanfaatan potensi Kabupaten Luwu Utara untuk 
meminimalkan tantangan pada lingkungan dapat dilakukan melalui 
inisiatif strategi sebagai berikut: 
1. Memberikan dukungan modal bagi pengembangan industri 
rumah tangga dengan memanfaatkan SDM perempuan 
yang terampil. 
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2. Penguatan jejaring kelembagaan pemberdayaan 
perempuan. 
3. Peningkatan akses perempuan terhadap teknologi yang 
lebih modern (seperti internet). 
4. Peningkatan IPTEK perempuan terutama di bidang 
pengolahan. 
5. Regulasi dan program yang kondusif untuk meningkatkan 
produktivitas kelompok usaha perempuan. 
6. Pembentukan dan penguatan Kelompok dasa wisma, 
kelompok baca, kelompok majelis taklim.  
 
5.3.3. Strategi Weakness – Oppurtunity (WO) 
 Berbagai peluang dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan 
kelemahan yang dimiliki melalui sejumlah inisiatif strategi sebagai 
berikut: 
1. Pemenuhan jaminan masa paceklik bagi perempuan. 
2. Penyediaan informasi pasar bagi kegiatan pemasaran hasil 
industri rumah tangga. 
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3. Meningkatkan akses perempuan terhadap sumber 
permodalan dengan berbagai kemudahan. 
4. Membuka peluang seluas-luasnya bagi pemasaran industri 
rumah tangga. 
5. Melepaskan ketergantungan perempuan pada tengkulak 
dengan menggunakan lembaga keuangan mikro. 
6. Terbentuknya lembaga pemberdayaan perempuan yang 
mampu melaksanakan 4 fungsi strategi, yaitu: finansial, 
produksi, pemasaran, fungsi sosial. 
7. Pembentukan kelompok simpan pinjam perempuan. 
8. Pembentukan koperasi perempuan. 
 
 
5.3.4. Strategi Weakness – Threat (WT) 
 Sejumlah tantangan yang dihadapi dan kelemahan yang 
dimiliki dapat diminimalkan melalui beberapa inisiatif strategi 
sebagai berikut: 
1. Meningkatkan penyerasian hukum dan peraturan 
perundang-undangan. 
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2. Meningkatkan koordinasi  dan kemitraan program 
pemberdayaan perempuan. 
3. Melaksanakan penguatan kelembagaan program 
pemberdayaan perempuan. 
4. Membentuk kerjasama yang erat antara lembaga keuangan 
dengan kelompok pemberdayaan perempuan sebagai pihak 
pemasaran produk-produk usaha perempuan. 
5. Peningkatan koordinasi dan kemitraan kelompok-kelompok 
perempuan. 
 
5.4. Analisis Posisi Penguatan Kelembagaan Program 
Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Luwu 
Utara 
 
Berdasarkan faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan 
serta faktor eksternal yaitu peluang dan tantangan dalam 
penguatan kelembagaan program pemberdayaan perempuan 
menunjukkan bahwa kelembagaan pemberdayaan perempuan 
yang akan dikembangkan untuk menjadi program dan kegiatan, 
perlu di analisis dengan mendapat nilai melalui pendekatan SWOT 
berdasarkan Pearce dan Robinson (1998), dimana formasi berupa 
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data kualitatif dikuantitatifkan dengan menggunakan pendekatan 
Likers kemudian hasilnya digambarkan dalam diagram Cartesius. 
Tahap awal adalah menentukan nilai secara kuantitatif dengan 
membandingkan antara kekuatan-kelemahan (X) dan peluang-
ancaman (Y). Adapun posisi ditunjukkan pada diagram berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.1. : Diagram SWOT Berdasarkan Posisi Kuadran 
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 Dari Gambar 5.1., akan ditentukan apakah kelembagaan 
pemberdayaan perempuan berada pada kuadran I, kuadran II, 
kuadran III, atau kuadran IV. Kuadran I disebut sebagai strategi 
Agresif dengan nilai (x,y) adalah (+ dan +). Kuadran II disebut 
sebagai strategi Diversifikasi dengan nilai (x,y) adalah (+ dan -). 
Kuadran III disebut sebagai strategi Turn Around dengan nilai 
(x,y) adalah (- dan +).  Kuadran IV disebut sebagai strategi 
Definitif dengan nilai (x,y) adalah (- dan -). 
 Pada pembahasan selanjutnya, akan ditentukan posisi 
kuadran Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan 
Perempuan dengan menentukan nilai dari kekuatan dan 
kelemahan serta peluang dan ancaman sebagai berikut : 
Tabel 5.1. Analisis Kekuatan dan Kelemahan (X) 
 
No Kekuatan ( Strengths) Score Bobot Total 
1 
Masih adanya kemauan kaum perempuan 
untuk bertahan hidup dan memperbaiki kondisi 
sosial dan ekonominya. 
0.25 3 0.75 
2 
Adanya tokoh-tokoh lokal (termasuk Ibu 
Bupati Luwu Utara) yang berpendidikan untuk 
menggerakkan dan memberdayakan 
perempuan. 
0.35 4 1.40 
3 
Adanya sebagian perempuan yang mempunyai 
keterampilan kerja di luar sektor pertanian. 
0.20 4 0.80 
4 
Interaksi sosial masyarakat sekitar perempuan 
mencerminkan kehidupan yang agamis. 
0.20 4 0.80 
Total 1  3,75 
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No 
 
Kelemahan (Weaknesses) Score Bobot Total 
1 
Penguasaan IPTEK dan keterampilan kerja 
masih relatif rendah disbandng kaum laki-laki. 
0,20 3 0,60 
2 
Respon dan ketergantungan kaum perempuan 
terhadap lembaga keuangan informal 
(tengkulak/rentenir) cukup tinggi. 
0,20 4 0.80 
3 
Tingkat pendidikan dan keterampilan 
perempuan di bidang lain sangat rendah. 
0,20 4 0,80 
4 
Budaya dan karakteristik perempuan yang 
enggan bekerja diluar desanya. 
0,20 2 0,40 
5 
Rendahnya kepemilikan tanah dan 
sumberdaya lainnya. 
0,10 4 0,40 
6 
Alternatif mata pencaharian bagi perempuan 
terbatas.  
0,10 3 0,30 
Total 1 - 3.30 
Nilai X   0.45 
Sumber : Data Primer dan FGD Dianalisis, 2016. 
  
Pada Tabel 5.1, menunjukkan bahwa nilai X yang diperoleh 
adalah 0,45 atau bernilai positif. Selanjutnya pada Tabel 5.2., 
menunjukkan variabel Y dari kondisi peluang dan ancaman yang 
akan dihadapi untuk penguatan kelembagaan program 
pemberdayaan perempuan di Kabupaten Luwu Utara adalah 
sebagai berikut : 
 Tabel 5.2. Analisis Peluang dan Ancaman ( Y ) 
No Peluang (Opportunities) Score Bobot Total 
1 
Adanya penerapan kebijakan pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak yang 
berdampak pada KKG (Keadilan dan 
Kesetaraan Gender) melalui strategi 
pengarusutamaan Gender dan anak. 
0.10 3 0.30 
2 
Adanya kelembagaan pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak yang dapat 
mendorong terwujudnya pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak secara 
optimal. 
0.10 4 0.40 
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3 
Adanya peran serta masyarakat di bidang 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan 
anak. 
0,10 3 0,30 
4 
Adanya konsentrasi persamaan hak (laki-laki 
dan perempuan) melalui perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi, pelaksanaan kebijakan/ 
program/ kegiatan yang memasukkan dimensi 
gender. 
0.10 4 0,40 
5 
Dukungan pemerintah untuk pemberdayaan 
perempuan cukup tinggi. 
0.05 2 0.10 
6 
Tersedianya fasilitas-fasilitas fisik seperti 
pasar, pendidikan, PLN, dan jalan dan 
sebagainya untuk menunjang aktivitas 
ekonomi perempuan. 
0.10 3 0.30 
7 
Tersedianya aktivitas-aktivitas usaha yang 
menampung tenaga kerja perempuan. 
0.10 3 0.30 
8 
Adanya kemajuan teknologi di bidang usaha 
perempuan seperti bisnis online. 
0.10 3 0.30 
9 
Semakin banyaknya alternatif model sumber 
pendanaan dan bantuan untuk menunjang 
usaha perempuan. 
0.05 4 0.20 
10 
Kemungkinan penghimpunan dana dari 
masyarakat lokal berupa arisan, koperasi yang 
bisa menunjang usaha perempuan. 
0.05 3 0.15 
11 
Tersedianya bahan baku untuk kegiatan 
industri rumah tangga bagi perempuan. 
0.05 4 0.20 
12 
Peran sumber daya alam dari lingkungan 
sekitar sangat besar dan berperan dalam 
menunjang pemberdayaan. 
0.10 4 0.40 
Total 1  3.35 
No Tantangan (THREAT) Score Bobot Total 
1 
Jumlah penduduk perempuan setiap tahunnya 
mengalami peningkatan, hal ini identik dengan 
persoalan yang melingkupi. 
0.10 4 0.40 
2 
Budaya patriaki yang masih melekat di 
masyarakat serta adanya pemahaman 
terhadap ajaran suatu agama yang tidak 
menyeluruh (parsial). 
0.10 4 0.40 
3 
Ketidakadilan gender yang masih terjadi di 
lingkungan masyarakat seringkali tidak 
dianggap sebagai suatu masalah karena 
kurang adanya kesadaran dan sensitifitas. 
0,10 3 0.30 
4 
Akses terhadap permodalan sangat rendah, 
karena kurang pengalaman dan informasi. 
0.15 4 0.60 
5 Kenaikan harga BBM. 0.10 4 0.40 
6 Kuatnya persaingan teknologi. 0.10 2 0.20 
7 
Terjadinya konflik dan kekerasan dalam rumah 
tangga bagi perempuan. 
0.15 4 0.60 
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Sumber : Data Primer dan FGD Dianalisis, 2016. 
 
 Berdasarkan Tabel 5.1. dan 5.2., diperoleh hasil (X;Y) 
adalah (0,45;-0,25) atau terletak pada Kuadran II (pada strategi 
Disverifikasi). Strategi Disverifikasi menunjukkan tersedianya 
kekuatan internal yang dapat digunakan untuk melakukan 
penguatan kelembagaan program pemberdayaan perempuan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.2. Diagram SWOT Berdasarkan Posisi Kuadran (X dan Y) 
 
8 
Koperasi khususnya simpan pinjam kurang 
menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 
0.10 4 0.40 
9 
Belum adanya alternatif permodalan bagi 
usaha perempuan, akses peminjaman hanya 
pada tengkulak dan bank konvensional.  
0.10 3 0.30 
TOTAl 1  3,60 
Nilai Y   -0,25 
II 
X,Y (+: -) 
IV 
X,Y ( -: - ) 
III 
X,Y  (-; +) 
I 
X,Y (+: +) 
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 Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan dan 
memaksimalkan kekuatan internal seperti adanya tokoh-tokoh 
perempuan lokal (termasuk Ibu Bupati) yang berperan untuk 
memotivasi kaum perempuan untuk dapat berkembang dan 
menggerakkan pemberdayaan perempuan serta adanya interaksi 
sosial perempuan yang mencerminkan kehidupan yang agamis. 
